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MOTTO 
  ضَار َت ْنَع ًَةراَِتِ َنوُكَت ْنَأ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي  اوُل ُتْق َت َلََو ْمُكْنِم 
 ًميِحَر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأا 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama 
suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. 
(Q.S. An-Nisaa’: 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
x 
 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
xi 
 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamza
h 
...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 ََ  Fathah A A 
 َِ   Kasrah I I 
 َُ   Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
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b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى...أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و...أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
 
Harakat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
ي...أ Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
أي...  Kasrah dan 
ya 
Ī 
i dan garis di 
atas 
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و...أ Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
xiv 
 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
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7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلَإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā 
rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil 
ꞌālamīna 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn / Wa innallāha lahuwa 
khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna 
/ Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
YUSTINA CANDRA KARISMA, NIM : 15.21.11.107“PEMANFAATAN 
MARHU>N  PADA PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR PERSPEKTIF 
FIKIH MUAMALAH” (Studi Kasus Desa Wadunggetas, Kecamatan 
Wonosari, Kabupaten Klaten) 
 
 
Penelitian ini dilakukan karena gadai yang terjadi di Desa 
Wadunggetas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten membuat keresahan 
karena dijadikan kesempatan oleh pihak yang mempunyai banyak uang 
terhadap seseorang yang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi 
kebutuhannya .Gadai dilakukan secara perorangan yang dijadikan jaminan 
adalah sepeda motor. Sepeda motor yang dijaminkan berada dalam kekuasaan 
penerima gadai (murtahi>n). Murtahi>n memanfaatkan sepeda motor tersebut 
atau digunakan untuk bepergian kemanapun bahkan sampai dipinjamkan oleh 
orang lain sampai terjadi kerusakan. Pemanfaatan yang dilakukan oleh 
penerima gadai tidak bertanggung jawab atas perawatan serta kerusakan yang 
terjadi pada sepeda motor. 
Penelitian ini bertujuan untuk membahas praktik pemanfaatan barang 
gadai yang dilakukan di Desa Wadunggetas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten 
Klaten dalam perspektif fikih muamlah.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 
menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola berfikir 
deduktif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Lokasi penelitian ini di Desa Wadunggetas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten 
Klaten. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan praktik pemanfaatan marhu>n pada 
akad gadai tidak sesuai dengan fikih muamalah, karena dalam akad gadai 
marhu>n  tidak boleh dimanfaatkan terkecuali diijinkan oleh pemilik barangnya. 
Selain itu bagi yang memanfaatkan barang gadai harus bertanggung jawab atas 
barang tersebut seperti sepeda motor yang harus dirawat. Pemanfaatan barang 
gadai yang terjadi di Desa Wadunggetas  terindikasi adanya perbuatan z}alim 
yang mana z}alim adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam 
bermuamalah. 
 
Kata kunci :Pemanfaatan Marhu>n, Gadai, Fikih Muamalah 
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ABSTRACT 
 
 
YUSTINA CANDRA KARISMA, NIM: 15.21.11.107 "UTILIZATION OF 
MARHU>N IN THE PRACTICE OF FIKIH MUAMALAH 
MOTORCYCLE PERSPECTIVE" (Case Study of Wadunggetas Village, 
Wonosari District, Klaten Regency) 
 
 
This research was conducted because the pawn that occurred in 
Wadunggetas Village, Wonosari Subdistrict, Klaten Regency caused unrest 
because it was used as an opportunity by those who have a lot of money for 
someone who really needs money to meet their needs. Guaranteed motorcycle 
is in the power of the pawn receiver (murtahi>n). Murtahi>n use the motorcycle 
or use it to travel anywhere even to be loaned by others until damage occurs. 
Utilization carried out by the pawn recipient is not responsible for the 
maintenance and damage that occurs to the motorcycle.  
This research purpose to discuss the practice of using pawning goods in 
Wadunggetas Village, Wonosari District, Klaten District in the perspective of 
muamlah fiqh. 
This research is a field research using a descriptive qualitative approach 
with deductive thinking patterns. The data source of this study consisted of 
primary data and secondary data. The location of this study is in the village of 
Wadunggetas, Wonosari District, Klaten Regency. Data collection techniques 
in this study were observation, interviews, and documentation. 
The results of this study indicate that the practice of using marhu>n in 
the pawn contract is not in accordance with the fiqh of muamalah, because in 
the marhu>n pawn contract it cannot be used unless permitted by the owner of 
the item. In addition, for those who use pawning goods must be responsible for 
these items such as motorcycles that must be treated. Utilization of pawning 
goods that occurred in Wadunggetas Village indicated the existence of z}alim 
which z}alim was one of the prohibited acts in bermuamalah. 
 
Keywords: Utilization of Marhu>n, Pawn, Fiqh Muamalah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup 
bermasyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia 
yang lain yang bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya 
dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan dengan 
sesamanyabaik disadari atau tidak, guna mencukupi kebutuhannya.
1
Dalam 
Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong-menolong 
antar sesama, yang kaya harus menolong yang miskin yang mampu harus 
menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong-menolong ini bisa pemberian dan 
bisa juga dengan cara  pinjaman. 
2
 
Salah satunya dalam bermuamalah, setiap orang muslim dituntut untuk 
memenuhi segala ketentuan yang telah digariskan oleh Allah, mereka tidak 
boleh keluar dari garis itu. Jika mereka keluar dari dari garis itu, maka mereka 
dianggap telah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Selain itu, mereka juga 
dituntut untuk mengadakan hubungan baik dalam masa terjadinya transaksi, 
dituntut untuk saling ridha tanpa ada saling paksa dan dituntut untuk 
senantiasa jujur dalam setiap transaksi.
3
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Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat tidak akan 
terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun 
masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia 
melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam 
kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan maupun tidak 
dengan jaminan.4 
Hutang dengan jaminan barang disebut gadai atau rahn  menurut 
bahasa Arab adalah al-habsu yang berarti penahanan. Dalam Islam, gadai 
berasal dari kata Arab ar-rahn yang berarti tetap misalnya kata ma‘rakid 
artinya air yang diam dan tergenang. Disebut tetap karena barang gadai ada 
pada pemberi pinjaman hingga utang dibayar.
5
 Gadai pada dasarnya 
menjaminkan barang-barang yang bernilai untuk diperjual-belikan.
6
 Praktik 
rahn ini perlu memenuhi sekurang-kurangnya rukun selanjutnya diikuti 
pemenuhan syarat. Kaidah fikih mengatur wajibnya pemenuhan rukun dan 
syarat menjadi tolak ukur sah dan tidaknya sesuatu. 
Di Indonesia gadai merupakan praktik muamalah yang banyak 
dilakukan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap 
bahwa gadai lebih mudah dilakukan baik di lembaga pegadaian, perbankan 
ataupun secara perorangan. Masyarakat lebih memilih melakukan gadai secara 
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perorangan karena mereka lebih cepat dan mudah baik dari segi pelaksanaan 
akad gadai maupun mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi 
kebutuhannya. Hanya saja praktik-praktik gadai yang berlaku itu sering orang 
yang memegang harta gadai memanfaatkannya.
7
 
Hal seperti ini sering terjadi pada masyarakat yang menggadaikan 
hartanya khususnya benda bergerak. Kesemua gadai tersebut sering 
dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai akan tetapi mereka tidak 
bertanggung jawab atas barang yang dimaafkannya.
8
 Selain itu praktik gadai 
yang terjadi juga dimanfaatkan oleh banyak pihak sebagai ladang untuk 
mencari keuntungan yang besar dengan  membebankan ujrah (upah) ditafsir 
dari besarnya pinjaman bukan dari (marhu>n) barang yang dijadikan jaminan. 
Hal ini sangatlah merugikan terhadap orang yang menjadi pihak ra>hin 
(pemberi gadai). 
Gadai yang seperti itu juga terjadi di masyarakat khususnya Desa 
Wadunggetas, yaitu gadai perorangan sepeda motor. Mayoritas masyarakat 
golongan ke bawah banyak melakukan praktik gadai untuk memenuhi 
kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi saat itu juga. Mereka 
menggadaikan sepeda motornya kepada teman sendiri atau tetangga. Praktik 
gadai di sini berbeda dengan yang lainnya, gadai dilakukan secara lisan dan 
objek gadai atau barang yang dijadikan jaminan yaitu sepeda motor harus 
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diserahkan beserta STNKnya bahkan ada juga yang meminta beserta BPKB.
9
 
Barang gadai dimanfaatkan oleh murtahi>n (penerima gadai) sedangkan beban 
kerusakan dan perawatan sepeda motor yang dimanfaatkan ditanggung oleh 
ra>hin (pemberi gadai) padahal pemberi gadai sudah dibebankan biaya 
penitipan sepeda motornya sebesar 10% yang mana biaya itu juga seharusnya 
mencakup biaya perawatan.
10
 
Berdasarkan pemaparan diatas yang membuat peneliti ingin meneliti 
masalah ini dengan judul “Pemanfaatan Marhu>n Pada Praktik Gadai 
Sepeda Motor Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa 
Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten)”  hali imi 
didorong karena banyaknya masyarakat di desa tersebut yang melakukan 
transaksi gadai sepeda motor namun, transaksi tersebut berpotensi membebani 
dan merugikan pihak penggadai hal ini sangat meresahkan masyarakat yang 
sangat membutuhkan pinjaman. Selain itu penelitian ini penting dilakukan 
dikarenakan masyarakat di desa tersebut mayoritas beragama Islam akan tetapi 
cenderung minim pengetahuan bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang 
gadai secara Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya yang melakukan 
transaksi gadai akan tetapi masyarakat tidak tahu aturan gadai baik secara 
hukum yang berlaku di Indonesia maupun secara Islam.  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, persoalan yang dikaji lebih lanjut 
dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pemanfaatan marhu>n pada praktik gadai sepeda motor  di Desa 
Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten? 
2. Bagaiman pemanfaatan marhu>n pada praktik gadai sepeda motor di Desa 
Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dalam perspektif 
fikih muamalah? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah hal spesifik yang diinginkan dari kegiatan 
penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mengajukan tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk  mendeskrepsikan pemanfaatan marhu>n  pada praktik gadai sepeda 
motor  di Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. 
2. Untuk  mendeskrepsikan pemanfaatan marhu>n  pada praktik gadai sepeda 
motor di Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten 
dalam perspektif fikih muamalah.  
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Praktis 
a. Bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 
positif untuk menambah wawasan terkait gadai sepeda motor. 
b. Bagi pelaku gadai sepeda motor, hasil penelitian ini dapat memberikan 
penjelasan praktik gadai sepeda motor yang sesuai syariat Islam. 
6 
 
 
 
c. Bagi dunia akademik, hasil penelitian ini memperkaya referensi untuk 
dinamika praktik gadai di masyarakat dari tinjauan fikih muamalah 
terhadapnya. 
E. Kerangka Teori 
1. Gadai (Rahn) 
  Pengertian gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang 
atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang 
yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberi 
kekuasaan (KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang 
berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh 
seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang 
memberi kekuasaan pihak berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari 
barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang 
lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan 
biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu 
digadaikan, biaya-biaya lama harus didahulukan.
11
 
 
Adapun menurut istilah, rahn berarti menjadikan harta sebagai 
jaminan utang. Menurut Ibn „Arafah, rahn adalah menjadikan barang 
sebagai jaminan utang yang dapat diambil kembali setelah utang dibayar. 
Sayyid Sabiq menyatakan bahwa rahn adalah menjadikan sesuatu atau 
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barang yang bernilai harta menurut syara‘ sebagai jaminan utang. 
Menurutnya, jika seseorang berutang kepada orang lain dan menjadikan 
jaminan pada utang itu dengan barang bergerak atau hewan yang ditahan 
hingga utangnya dibayar, maka hal itu disebut dengan rahn atau gadai 
menurut pengertian syara‘.12 
Pengertian gadai menurut hukum Islam agak berbeda dengan 
pengertian menurut hukum positif dan ketentuan hukum adat. Gadai 
menurut ketentuan hukum Islam merupakan kombinasi pengertian gadai 
yang terdapat dalam KUHPerdata dan Hukum Adat, terutama menyangkut 
objek perjanjian gadai menurut syariat Islam meliputi barang yang 
mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah benda bergerak atau 
tidak bergerak.
13
 
Akad rahn diperbolehkan syara‘ dengan berbagai dalil dari Al-
Qur‟an ataupun hadis Nabi saw, begitu juga dengan ijma‟ ulama. 
Sebagaimana dijelaskan, Nabi Muhammad pernah menggadaikan baju 
besinya kepada orang Yahudi untuk mendapatkan makanan.
14
 hal ini 
selaras dengan Hadis 
 َّبَِّنلا َّنَأ ٍديِدَح ْنِم اًعْرِد ُهَنَهَرَو ٍلَجَأ َلَِإ ٍّيِدوُه َي ْنِم اًماَعَط ىَر َتْشا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص  
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”Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan 
dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan baju 
besinya”.15 
 
Perilaku Rasulullah yang menggadaikan baju besinya tersebut 
sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang 
digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai 
berikut:
16
 
 ٌناَِهرَف اًِبتاَك اوُد َِتَ َْلَو ٍرَفَس ىَلَع ْمُتْنُك ْنِإَو  يِذَّلا ِّدَؤ ُيْل َف اًضْع َب ْمُكُضْع َب َنَِمأ ْنَِإف ٌةَضوُبْقَم
 َو ُهُبْل َق ٌِثِآ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي ْنَمَو َةَداَه َّشلا اوُمُتْكَت َلََو ُهَّبَر َهَّللا ِقَّتَيْلَو ُهَت َناََمأ َنُِتُْؤا َنوُلَمْع َت َا ِِ ُهَّللا
 ٌميِلَع 
  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 
tetapi, jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya 
(utangnya) dan hendakla ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan 
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang 
siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”17 
 
Rukun gadai dalam fikih empat mazhab sebagai berikut:
18
 
a. Aqid (orang yang berkad), adalah orang yang melakukan akad yang 
meliputi 2 arah yaitu, ra>hin ( orang yang menggadaikan barangnya), 
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dan murtahi>n (orang yang berpiutang dan menerima gadai), atau 
penerima gadai. 
b. Ma‘qud‘alaih (yang diakadkan), ma‘qud‘alaih yang terdiri dari 
marhu>n (barang yang diakadkan) dan marhu>n bih (utang yang 
karenanya diakadkan gadai).    
c. S{i>gat (ijab dan qabul), pernyataan adanya perjanjian gadai, pernyataan 
ini dapat dilakukan baik dalambentuk tertulis maupun lisan, asalkan 
didalamnya terkandung maksud adanya akad rahn dari kedua belah 
pihak. 
Sedangkan syarat-syarat gadai sebagai berikut:
19
 
a. Ijab dan kabul 
b. Benda yang digadaikan 
c. Orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai 
d. Tidak boleh merugikan orang yang menggadaikan 
e. Tidak boleh merugikan orang yang menerima gadai. 
Akad penggadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan kepastian dan menjamin utang. Tujuannya bukanlah untuk 
menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dan karena demikian ini 
halnya, tidak halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang 
yang digadaikan meskipun pegadai mengizinkannya. Apabila dia 
mengambil manfaat dari barang yang digadaikan maka ini adalah piutang 
                                                             
19
 Idri, Hadis Ekonomi...hlm. 205 
10 
 
 
 
yang mendatangkan manfaat, dan setiap piutang yang mendapatkan 
manfaat adalah riba.
20
 
Pemanfaatan barang gadai merupakan tuntunan syara‘ dalam 
memelihara keutuhan fisik dan kemanfaatannya. Sebagai contoh dapat 
diungkapkan misalnya kendaraan bermotor kalau tidak dipakai dan 
dibiarkan untuk tidak dihidupkan maka akan dapat membuat mesinnya 
berkarat dan akhirnya menjadi rusak,  begitu juga dengan tanah, sawah, 
rumah, dan sebaginya. Mayoritas ulama melarang dan atau tidak 
membolehkan jenis pemanfaatan dalam transaksi gadai. Lain halnya ulama 
Syafi‟iyah yang membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang 
pemanfaatannya itu tidak membahayakan marhu>n. 
Menurut Sayyid Sabiq apabila batas waktu telah tiba maka pegadai 
wajib membayar dan melunasi utangnya. Apabila dia tidak mau membayar 
dan tidak mengizinkan penjualan barang gadaian maka penguasa boleh 
memaksanya untuk membayar atau menjual gadaian. Setelah dia 
menjualnya apabila ada yang tersisa dari hasil penjualannya itu adalah 
miliknya dan apabila ada yang tersisa dari utang maka itu adalah 
tanggungannya.
21
 
2. Prinsip-Prinsip Muamalah  
Prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam 
tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fikih 
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muamalah. Pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk 
mengembangkan model muamalah. Dalam bermuamalah harus memenuhi 
prinsip-prinsip sebagai berikut:
22
 
a. Hukum dasar muamalah adalah halal sampai ada dalil yang 
mengharamkannya. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat 
luas kepada manusia untuk mengembangkan dan model transaksi dan 
produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun dengan demikian 
kebebasan ni bukan kebebasan yang tanpa batas, akan tetapi kebebasan 
yang terbatas oleh aturan syara‘ yang telah ditetapkan dalam al-
Qur‟an, As-Sunnah dan ijtihad ulama‟.23 
b. Larangan berbuat z}alim, z}alim mempunyai arti bertindak lalim atau 
aniaya, mengurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-
wenang dan tidak adil. Dalam konteks muamalah adalah melakukan 
sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang 
terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau 
transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
24
 
Karena Islam selalu mengajarkan keadilan termasuk dalam 
bermuamalah menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan 
dalam kesempitan.
25
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c. Pada dasarnya muamalah itu harus atas keridhaan kedua belah pihak, 
atas dasar suka sama suka, tanpa mengandung unsur paksaan.
26
 
d. Menurut pandangan hukum Islam, hubungan muamalah antara sesama 
manusia, harus terhindar dariunsur maisir, garar, dan riba,  yang akan 
membahayakan atau mudharat yang dapat merugikan para pihak yang 
melakukan transaksi.
27
 
F. Tinjauan Pustaka 
Skripsi Ahmad Faisal, dari Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Universtas Islam Negeri Alauddin Makssar, 2017 yang 
berjudul “ Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa 
Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini yang 
dijadikan objek adalah sawah, hak penguasaan/ pemanfaatan sawah berada di 
tangan penerima gadai akan tetapi biaya perawatan ditanggung oleh penerima 
gadai juga. Waktu yang diberikan penerima gadai kepada pemberi gadai untuk 
melunasi hutangnya selama 3 tahun. 
Perbedaan skripsi Ahmad Faisal dengan skripsi penulis yaitu objek 
yang digunakan sebagai jaminan gadai dan juga mengenai biaya perawatan 
atas barang yang dijadikan sebagai objek gadai dan waktu pelunasan 
pinjaman. Perbedaan mengenai tinjauan dalam skripsi Ahmad menjelaskan 
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bahwa praktik gadai ditinjau dari ekonomi Islam sedangkan skripsi penulis 
ditinjau dengan fikih muamalah.
28
 
Skripsi Moh Hadi Triono, dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 
2018 yang berjudul “Praktik Gadai Sepeda Motor Ditinjau Dari Hukum 
Perdata Dan Hukum Islam(Studi Kasus Di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa 
Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung)”. Dalam 
penelitian ini perjanjian gadai didasari atas kepercayaan pihak penerima gadai 
hanya menyimpan BPKB sepeda motor saja sebagai jaminanakan tetapi 
sepedaa motor tetap berada ditangan pemberi gadai. Praktik gadai sepeda 
motor di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan 
Pucanglaban Kabupaten Tulungagung bila ditinjau dengan KUHPerdata tidak 
sah. Karena melanggar syarat gadai benda bergerak dalam KUHPerdata Pasal 
1152 yang berbunyi barang yang digadaikan harus dilepaskan/berada di luar 
kekusaan dari si pemberi gadai,  sedangkan bila ditinjau berdasarkan hukum 
Islam tidak sah, karena melanggar ketentuan marhu>n yang di persyaratkan 
oleh para ulama yaitu melanggar syarat barang gadai dapat diperjualbelikan, 
melanggar syarat barang gadai harus bermanfaat, melanggar syarat barang 
gadai tidak bersatu dengan barang lain, dan melanggar syarat bahwa barang 
gadai harus dipegang dan dikuasai oleh ra>hin.  
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Perbedaan skripsi Hadi Triono dengan skripsi penulis yaitu yang 
dijadikan objek gadai skripsi Hadi objek gadainya adalah BPKB sepeda motor 
akan tetapi objek gadai penulis adalah sepeda motornya. Pada skripsi Hadi 
tinjauan menggunakan Hukum Perdata dan hukum Islam akan tetapi hukum 
Islam yang dipakai adalah pendapat para ulama tentang objek gadai sedangkan 
skripsi penulis ditinjau dari fikih muamalah.
29
 
Skripsi Aprilia Pinky Widya Rahmawati, dari Jurusan Muamalah 
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018 yang berjudul “ 
Praktik Gadai Kendaraan Bermotor di Desa Pare Kecamatan Mondokan 
Kabupaten Sragen Tahum 2017-2018 (Perspektif Teori Rahn). Dalam 
penelitian ini yang djadikan objek adalah sepeda motor, yang dilakukan secara 
individual. Dalam mekanisme praktiknya kesepakatan gadai dibuat oleh kedua 
belah pihak dan tidak adanya penyitaan barang jika terjadi keterlambatan pada 
saat pelunasan.Tujuan dalam praktik gadai di Desa Pare adalah tolong 
menolong. 
Perbedaan skripsi Aprilia dengan skripsi penulis adalah dalam segi 
pelaksanaannya berbeda yaitu di skripsi Aprilia tidak adanya tambahan uang 
atas pinjaman sedangkan di skripsi penulis adanya tambahan, selain itu dari 
segi pemanfaatan barangnya juga berbeda. Skripsi Aprilia menggunakan 
                                                             
29
 Moh Hadi Triono, “Praktik Gadai Sepeda Motor Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum 
Islam(Studi Kasus Di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban 
Kabupaten Tulungagung)”, (Skripsi, Institut Agma Islam Negeri Tulungagung, 2018), hlm 80-81. 
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tinjaun Hukum Islam tetapi lebih spesifikasinya Teori Rahn sedangkan skripsi 
penulis menggunakan tinjauan fikih muamalah.
30
 
G. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi, di mana peristiwa-
peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, atau sumber-sumber 
primer dapat diketemukan. Penelitian lapangan ini ada dua sebab 
terjadinya, yaitu pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak 
yang kedua, yaitu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau 
tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian 
lapangan.
31
Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 
pemanfaatan barang gadai di Desa Wadunggetas. 
Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai 
penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur 
statistik atau bentuk hitungan lainnya.
32
  Menurut Denzin dan Licoln, kata 
kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji 
                                                             
30
Aprilia Pinky Widya, Praktik Gadai Kendaraan Bermotor di Desa Pare Kecamatan 
Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018 (Perspektif Teori Rahn), (Skripsi, Institut Agama 
Islam Negeri Surakarta, 2018), hlm. 67-68 
31
 Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodiharjo, Metode Penelitian Sosial, 
(Jakarta:Bina Media Perintis, 2009), hlm. 12 
32
 Anselm Strauus dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2003), hlm. 4 
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secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitatif, jumlah, intensitas, atau 
frekuensinya. 
33
 
2. Sumber data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 
penelitian lapangan (field research) yatu penelitian yang dilakukan di 
lapangan langsung. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian 
dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data 
sekunder sebagai berikut:
34
 
a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara 
langsung dari lapangan yaitu wawancara warga yang melakukan 
praktik gadai sepeda motor. Dalam pencairan data menggunakan 
bantuan key-informan, yang menjadi key-informan adalah pihak yang 
memberikan gadai dan pihak yang menerima gadai di Desa 
Wadunggetas. Pihak yang digunakan untuk pencarian data sebanyak 
kurang lebih 9 orang.
35
 
b. Data sekunder,36 yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data. Seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian 
yang berkaitan dengan gadai dan dokumen-dokumen. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian  
                                                             
33
 Juliassyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 33 
34
 Tim Penulis, Panduan Seminar Proposal, Penulisan dan Ujian Skripsi, (Surakarta, 2018), 
hlm. 19 
35
 Nasution, Metode Research,( Jakarta: Bumi Aksara, 2016) hlm. 143 
36
 Sugiyino, Metode Peneltian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,2015), hlm. 308  
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Penelitian ini dilakukan di Desa Wadunggetas Kecamatan 
Wonosari Kabupaten Klaten dimana di desa itu termasuk salah satu desa 
yang banyak melakukan praktik gadai sepeda motor perorangan.Waktu 
penelitian dimulai Februari 2019 sampai Mei2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui 
pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Yang 
merupakan suatu metode dengan cara melihat dan mengamati hal-hal 
yang berhubungan dengan mekanisme gadai sepeda motor perorangan 
di Desa Wadunggetas kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten seperti 
penarikan upah penitipan yang dilakukan secara tiap bulan serta 
pengamatan pemakaian sepeda motor yang dilakukan pihak penerima 
gadai. 
b. Wawancara 
Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi 
bertatap-muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur untuk 
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 
kepada seseorang informan/narasumber.
37
 
c. Dokumentasi 
                                                             
37
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitan Hukum, (Jakarta: PT 
Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 82 
18 
 
 
 
Dokumentasi yatu mencari data mengenai hal-hal yang berupa 
catatan, surat kabar, majalah dan sebagainya.
38
 Pada penelitian ini, 
dokumen diambil dari semua data tertulis yang berkaitan dengan 
pemanfaatan marhu>n pada praktik gadai sepeda motor  di Desa 
Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. 
5. Teknik Analisa Data 
Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya 
adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan 
mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-
data tentang pemanfaatan marhu>n  pada praktik gadai sepeda motor di 
Desa Wadungetas tersebut yang didapat dengan mencatat, menganalisis, 
dan menginterprestasikannya kemudian dianalisis dengan menggunakan 
pola berpikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari 
pengetahuan yang bersifat umum dan dengan bertitik tolak pada 
pengetahuan umum dan dengan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu 
akan ditarik kesimpuan yang bersifat khusus.
39
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah 
pembaca dalam memahami skripsi ini dalam pembahasannya peneliti 
membagi menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut: 
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 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1997), hlm. 236 
39
Aprilia Pinky Widya, Praktik Gadai...hlm. 19 
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Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab Kedua, penulis menguraikan teori umum tentang konsep gadai 
dan kajian tentang fikih muamalah. 
Bab Ketiga, yaitu berisi gambaran umum lokasi penelitian yang 
meliputi sejarah, profil, ekonomi dan  agama yang dianut serta pelaksanaan 
pemanfaatan  barang gadai di Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari 
Kabupaten Klaten. 
Bab Keempat, yaitu membahas hasil analisis data yang diperoleh dan 
menguraikan mekanisme pemanfaatan barang gadai yang dilakukan di Desa 
Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten apabila ditinjau dalam 
fikih muamalah. 
Bab Kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran tentang 
pembahasan sebelumnya. 
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BAB II 
TEORI PEMANFAATAN BARANG GADAI (MARHU>N) DALAM 
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH  
 
A. Fikih Muamalah 
1. Pengertian Muamalah 
Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi 
sama dan semakna dengan al-mufa‘alah  ُُةَلَعَاف
ُ
لما (saling berbuat). Kata ini 
menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan 
seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-
masing. 
Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu‘amilu َُُلَماَع   
ُُلِماَع ُي  yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. 
Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau 
sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.
1
 Muamalah 
juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur 
hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam 
sekitarnya tanpa memandang perbedaan. 
Menurut Arwani yang di kutip dari Ali (1996), Adapun 
muamalah dari kata amala yu„amilu mu„amalatan  َُلَماَع-ُ ُلِماَع ُي–ًُةلََماعُم  
                                                             
1
Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 14 
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yang berarti beraksi, bekerja, berproduksi, namun biasanya dengan kaitan 
hukumnya kata muamalah disandingkan dengan kata fikih yang secara 
bahasa berarti pemahaman.
2
 
Sedangkan fikih muamalah secara terminologi didefinisikan 
sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia 
dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual 
beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan dalam penggarapan 
tanah, dan sewa menyewa ataupun gadai. Muamalah adalah segala aturan 
agama yang mengatur hubungan antara sesame manusia, dan antara 
manusia dengan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul 
kehidupannya. Aturan agama yang yang mengatur hubungan antar 
sesame manusia, dapat kita temukan dalam hukum islam tentang 
perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuan, 
perkoperasian dan lain-lain.
3
 
Fikih Muamalah menurut para ahli dalam arti luas:
4
 
a. Menurut Ad-Dimyati, fikih muamalah adalah aktifitas untuk 
menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. 
b. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-
ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam 
bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses 
                                                             
2
Agus Arwani, Epistemologi Hukum...hlm. 128. 
3
Fadlan,“Gadai Syariah Perspektif Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan”, 
dalam jurnal al-Ihkâm, Vol.1 No.1, 2014, hlm. 31. 
4
Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 
hlm. 70-71 
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penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta 
waris. 
c. Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan 
hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota 
masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling 
menguntungkan satu sama lain. 
d. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas 
Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalm buku Pengantar Fikih 
Muamalah karya Masduha Abdurrahman, memaknai fikih sama 
dengan syari‟ah. Fikih, secara bahasa menurut Lammens adalah 
wisdom (hukum). Dalam pemahamannya, fikih adalah rerum 
divinarum atque humanarum notitia (pengetahuan dan batasan-
batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun 
dimensi manusia). 
e. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fikih dengan pengetahuan 
tentang hukum-hukum syara‘ mengenai perbuatan manusia yang 
diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syara‘ 
mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang 
terinci. 
f. Hudhari Beik mendefinisikan fikih muamalah adalah keseluruhan 
akad yang mana dalam prosesnya memperolehkan saling menukar 
manfaat. 
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g. Idris Ahmad berpendapat fikih muamalah adalah tukar-menukar 
barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah 
ditentukan. 
h. Rachmad Syafi‟i, pengertian fikih muamalah dalam arti sempit 
adalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah 
SWT yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia 
dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan 
mengembangkan mal (harta benda). 
Jadi pengertian fikih muamalah dalam arti sempit lebih 
menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang 
telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara 
memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta 
benda). Fikih muamalah juga membahas tentang hak dan kewajiban 
kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai kepada 
pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan 
haknya.
5
 
2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah 
Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua yaitu:
6
 
a. Al-Muamalah Al-Adabiyah. Yaitu muamalah yang ditinjau dari segi 
cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera 
manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-
                                                             
5
Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah...hlm. 7 
6
Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah...hlm. 18 
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kewajiban. Hal-hal yang termasuk Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah 
ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah 
satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, 
pemalsuan, dan penimbunan. 
b. Al-Muamalah Al-Madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya 
sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa Al-Muamalah Al-
Madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek 
fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk 
diperjual belikan. benda-benda yang memadharatkan, benda-benda 
yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi 
lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup 
muamalah yang bersifat Madiyah adalah sebagai berikut: 
1) Jual beli (al-bai‘) 
2) Gadai (Rahn) 
3) Jaminan dan tanggungan (Kafalan dan Dhaman) 
4) Upah (ujrah al-amah) 
5) Penitipan barang (wadi’ah) 
6) Sewa-menyewa (Al-ijarah) 
7) Pinjam barang (‘ariyah) 
8) Pembelian barang lewat pemesanan (salam/salaf) 
9) Pemberian (al-hibbah) 
10) Kerjasama dalam perdagangan (muzara’ah) 
11) Pemindahan hutang (Hiwalah) berarti pengalihan, pemindahan. 
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12) Jatuh bangkrut (Taflis) 
13) Perseroan atau perkongsian (al-Syirkah) 
Pada penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah fikih 
muamalah lebih khususnya adalah teori tentang gadai (rahn) untuk mengkaji 
hasil penelitiannya. Yang mana gadai adalah salah satu ruang lingkup dari 
fikih muamalah. 
3. Tujuan dan Fungsi Fikih Muamalah 
Fikih Muamalah bertujuan diantaranya agar umat Islam 
mengetahui dan memahami tentang adanya sistem ekonomi berdasarkan 
syar‟iat Islam. Dalam urusan ekonomi adanya perkembangan disebabkan 
adanya perubahan waktu dan tempat. Sehingga dengan demikian 
mengetahui tentang perbuatan yang harus dilakukannya sesuai dengan 
syari‟at. Dan juga dapat memberikan pengetahuan ke arah jalan yang 
diridhai Allah SWT. 
Oleh karenanya fikih muamalah berfungsi mengatur pentasarufan 
harta bagi umat Islam ke arah jalan yang membawa pada kemaslahatan 
bagi semua pihak. 
4. Prinsip-Prinsip Muamalah 
Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka prinsip-prinsip 
muamalah berada pada wilayah etika (adabiyah), yaitu bagaimana 
transaksi itu dilakukan. Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki 
agar pada setiap proses transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua 
26 
 
belah pihak, atau hanya menguntugkan salah satu pihak saja. Prinsip-
prinsip itu antara lain adalah sebagai berikut:
7
 
a. Setiap transaksi pada dasarnya memikat pihak-pihak yang 
melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata 
melanggar syariat.  
b. Butir-butir perjanjian dalam transaksi itu dirancang dan dilaksanakan 
oleh kedua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, 
selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan 
santun. 
c. Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau 
intimidasi dari pihak manapun. 
d. Pembuat hukum syar‘i mewajibkan agar setiap perencanaan 
transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga 
segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat 
dihindari. Bagi yang tertipu atau dicurigai diberi hak khiar 
(kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan 
transaksi tersebut). 
e. Penentu hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara‘ 
pada ‘urf atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. 
Dalam fikih muamalah terdapat prinsip yang umum yaitu : 
a. Ta‘awun (tolong-menolong) 
b. Niat/ i‘tikad baik 
                                                             
7
 Nurfaizal, “Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalah Hukum Perbankan 
Indonesia”, Hukum Islam, Vol. XVII Nomor 1, 2013,hlm. 194-195 
27 
 
c. Al-Muawanah/ kemitraan 
d. Adanya kepastian hukum 
Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya 
unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip tersebut 
telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa‟ ayat 29 
َايَُُ تُْنَعًُةَراَِتَُِنوُكَتُْنَأُ َّلَِإُِلِطاَبْلِابُْمُكَن ْ ي َبُْمُكَلاَوَْمأُاوُلُكْأَتَُلَُاوُنَمآَُنيِذَّلاُاَهُّ َيأَُلََوُْمُكْنِمٍُضاَر
اوُل ُتْق َتاًميِحَرُْمُكِبَُناَُك َوَّللاُ َّنِإُْمُكَسُف َْنأ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantar kalian. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.”8 
Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip 
muamalah dengan jelas yaitu: 
a. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang 
menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh 
ulama Syafi‟i, Maliki, dan Imam Ahmad. Hal ini sesuai dengan 
kaidah fikih: 
ُاَهِْيْرَْتََُىلَعٌُلِْيلَدُُ َُّلُُدَيُْنَأ َُّلَاُُةَحَابِلإاُِةَلَماَعُ
لماُفُُِلْصَلأا 
“Hukum asal  semua bentuk muamlah adalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.”9 
                                                             
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya...hlm. 122 
9
 Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet.3, hlm. 130 
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b. Pada dasarnya muamalah itu harus dilakukan atas dasar suka sama 
suka (keridhaan) tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan 
kaidah fikih berikut: 
ُُِدقُاَعَّ تاِابُُهاَمَز َتلِإُاَم ُُوُتَجْي َت َنَوُِنْيَُدِقاَع َتُ
لماُيَِضرُِدْقَعلاُفُُِلْصَلأا 
“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah 
pihak yang Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang 
dilakukan.”10 
c. Muamalah yang dilakukan itu harus mendatangkan kemaslahatan 
dan menolak madharat bagi manusia. 
d. Menurut pandangan hukum Islam, hubungan muamalah antara 
sesama manusia, harus terhindar dari unsur maisir, garar, dan riba,  
yang akan membahayakan atau mudharat yang dapat merugikan para 
pihak yang melakukan transaksi 
Setelah mengenal prinsip-prinsip dalam fikih muamalah, ada 
prinsip dasar yang harus dipahami dalam interaksi ekonomi. Ada 5 
hal yang perlu diketahui sebagai landasan seorang muslim akan 
bertransaksi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa 
transaksi yang dilakukan sah atau tidak, prinsip ini lebih dikenal 
dengan singkatan MAGHRIB, yaitu maisir, garar, haram, riba. 11 
Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik 
perjudian seseorang bisa untung dan bisa rugi. Gharar adalah setiap 
transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam 
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kuasanya atau diluar jangkauannya. Boleh dikatakan bahwa konsep 
garar berkisar kepada makna ketidaktentuan dan ketidakjelasan 
sesuatu transaksi yang dilakukan, secara umum dapat dipahami 
sebagai berikut: 
1) Sesuatu barang yang ditransaksikan itu wujud atau tidak. 
2) Sesuatu barang yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau 
tidak. 
3) Transaksi itu dilaksanakan secara tidak jelas atau akad dan 
kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya 
dan lain-lain. 
Haram, objek yang diakadkan ini adalah haram, maka 
transaksinya menjadi tidak sah. Sedangkan riba adalah penambahan 
pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran 
barang yang sejenis akan tetapi kualitas, kuantitasnya tidak sama dan 
waktu penyerahan. 
e. Larangan berbuat z}alim. 
z}alim mempunyai arti bertindak lalim atau aniaya, 
megurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang 
dan tidak adil. Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus 
dijunjung adalah tidak ada kez}alim an yang dirasa pihak-pihak yang 
terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. 
Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah 
30 
 
pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan 
yang selalu baik.
12
 
Kalimat z}alim bisa juga digunakan untuk melambangkan 
sifat kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang 
dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, 
penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidak z}alim  tersebut, 
yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan 
hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, 
yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan.
13
 
B. Gadai (Rahn) 
1. Pengertian Gadai 
Secara etimologi, kata ar-Rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. 
Akad ar-Rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barangjaminan, 
agunan dan rungguhan. Dalam Islam ar-Rahn merupakan sarana saling 
tolong menolong (ta‘awun) bagi umat Islam dengan tanpa adanya 
imbalan jasa.
14
 
Sedangkan secara terminologi, ar-Rahn adalah menahan salah satu 
harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yangditerimanya, 
dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak 
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yang menahan memperolah jaminan untuk dapat mengambil kembali 
seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi, ar-Rahn adalah semacam jaminan 
utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai.
15
 
Gadai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 
meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang 
sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, 
barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.
16
 
Gadai menurut pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang 
diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya 
oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang 
dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat 
pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu kreditur-kreditur lainnya, 
kecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 
dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus 
didahulukan.
17
 
Pengertian gadai yang tercantum dalam pasam 1150 KUH Perdata 
sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas 
barang bergerak, tetapi juga tentang kewenangan kreditur untuk 
mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila 
debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Definisi lain tercantum 
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dalam Artikel 1196 vv, title 19 Buku III NBW, yang berbunyi bahwa 
gadai adalah “ hak keendaan atas barang bergerak untuk mengambil 
pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan”.18 
Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut ar-rahn yaitu 
perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Gadai atau 
ar-rahn dalam bahasa Arab arti lugat berarti as|-s|ubat wa ad-dawam (tetap 
dan kekal). Sebagian ulama lugat memberi arti ar-rahn dengan al-habsu 
(tertahan). Adapun definisi ar-rahn menurut istilah syara‘ ialah 
menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan 
syara‘ untuk kepercayaan suatu uang, sehingga memungkinkan 
mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.
19
 
Dalam Ensiklopedi Indonesia, sebagaimana dikutip oleh M.Ali 
Hasan, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda 
terhadap benda bergerak milik orang yang berutang yang diserahkan 
ketangan orang yang memberi utang sebagai jaminan pelunasan orang 
yang berutang tersebut. Gadai mengharusakn adanya barang jaminan atau 
tanggungan. Adapun menurut istilah, rahn berarti menjadikan harta 
sebagai jaminan utang (ja‘l al-mal was}iqah bi dayn).20 
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Menurut Ibn „Arafah, rahn adalah menjadikan barang sebagai 
jaminan utang yang dapat diambil kembali setelah utang dibayar. Sayyid 
Sabiq menyatakan bahwa rahn adalah menjadikan sesuatu atau barang 
yang bernilai harta menurut syara‘ sebagai jaminan utang. Menurutnya, 
jika seseorang berutang kepada orang lain dan menjadikan jaminan pada 
utang itu dengan barang bergerak atau hewan yang ditahan hingga 
utangnya dibayar, maka hal itu disebut dengan rahn atau gadai menurut 
pengertian syara‘.21 
Di kalangan ulama juga terjadi perbedaan mendefinisikan rahn. 
Ulama Hanafiyah mendefinisikan rahn adalah menjadikan sesuatu atau 
barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syara’ sebagai jaminan 
terhadap utang piutang yang mungkin dijakdikan sebagai pembayar 
piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Menurut ulama 
Syafi‟iyyah definisi rahn adalah menjadikan sesuatu atau barang sebagai 
jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang 
berpiutang  tidak bisa membayar utangnya. Menurut ulama Hanabilah 
definisi rahn adalah harta yang dijadikan sebagai utang yang dapat 
dibayarkan dari harganya jika orang yang berutang tidak bisa 
membayarkan utangnya. Ulama Malikiyyah mendefinisikan gadai dengan 
harta yang  dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat 
mengikat atau akan menjadi mengikat.
22
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Definisi lain terdapat dalam kitab al-mughy yang dikarang oleh 
Imam Ibnu Quddamah suatu bendayag dijakdikan dari suatu utnag untuk 
dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayarnya 
dari orang yang berpiutang. Menurut Imam Abu Zakariya al-Anshari 
dalam kitabnya Fathul Wahhab mendefinisikan rahn sebagai 
“Menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu 
utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak 
dibayarkan. Selanjutnya Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini 
berpendapat rahn adalah akad/perjanjian utang-piutang dengan 
menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat utang dan yang memberi 
pijaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut 
haknya.
23
 
Menurut Dewan Syariah Nasional rahn adalah menahan barang 
sebagai jaminan atas utang.
24
 Menurut istilah syara‘ ar-rahn terdapat 
beberapa penegertian diantaranya: 
a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan 
barang sebagai tanggungan utang. 
b. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat 
kepercayaan dalam utang piutang. 
c. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang 
ungkin diperoleh bayarn dengan sempurna darinya. 
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2. Dasar Hukum Gadai 
Akad rahn diperbolehkan syara‘ dengan berbagai dalil dari Al-
Qur‟an ataupun hadis Nabi saw, begitu juga dengan ijma‟ ulama. 
a. Al-Qur‟an 
Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam meminjam dengan 
jaminan adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 
283,sebagai berikut: 
ُْنُُك ْنِإَوُيِذَّلاُِّدَؤ ُيْل َفُاًضْع َبُْمُكُضْع َبَُنَِمأُْنَِإفٌُةَضوُبْقَمٌُناَِىرَفُاًِبتاَُك اوُد َِتِ َُْلَوٍُرَفَسُىَلَعُْمُت
َُوُُوُبْل َقٌُِثِآُُوَّنِإَفُاَهْمُتْكَيُْنَمَوَُةَداَه َّشلاُاوُمُتْكَتَُلََوُُوَّبَرَُوَّللاُِقَّتَيْلَوُُوَت َناََمأَُنُِتُْؤاَُِِ ُُوَّللاَُنوُلَمْع َتُا
ٌُميِلَع 
  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 
tetapi, jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya 
(utangnya) dan hendakla ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan 
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang 
siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”25 
 
Ayat ini menerangkan tentang muamalah yang dilakukan dengan 
cara tidak tunai, dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan 
menuliskannya. Dalam bermuamalah dengan cara tidak tunai dalam 
perjalanan dan tidak ada seorang yang menuliskannya, maka hendaklah 
ada barang tanggungan (borg) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang 
kecuali jika masing-masing pihak saling percaya dan menyerahkan/ 
berserah diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa 
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adanya barang tanggungan. Ayat ini tidak menetapkan bahwa borg itu 
hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak 
dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai 
borg.26 
Q.S Al-Mudatstsir : 38 
ٌُةَنيِىَرُْتَبَسَُك َا ُِِ ٍسْف َنُُّلُك 
“Setiap jiwa tertahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang 
pernah ia perbuat.”27 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa akad gadai merupakan akad yang 
menggunakan barang jaminan dan bagi orang yang menggadaikan maka 
mempunyai kewajiban untuk mengambil barang yang telah digadaikan 
dengan cara melunasi pinjaman. 
b. As-sunnah 
ُُسَرَُنَىَرُ:َلاَقُِوِْبَبأُْنَعُ,ٍُد َّمَمُ ُُِنْبٍُرَفْعَجُْنَعُ,ىِدْرَواَر َّدلاٍُد َّمَُمُُِنْبُِزِْيزَعلاُُدْبَعَُانْر َبْخَأُُلْو
ُْح َّشلاُِبَِأَُدْنِعُُوَعْرِدَُمَّلَسَُوُِوْيَلَعُُللهاُىَّلَصُِللها.ىِدْوُه َيلاُِم  
”Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan 
dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan baju 
besinya”.28 
 
c. Ijtihad  
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Berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadist di atas menunjukkan bahwa 
transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi 
pernah melakukannya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian 
lebih mendalam dengan melakukan ijtihad.
29
 
Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama 
juga berpendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa 
disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, 
berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat 
hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam 
perjalanan seperti ditentukan dalam QS, Al-Baqarah ayat 283, karena 
melihat kebiasaan di mana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu 
bepergian. Adh-Dhahak dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat 
bahwa rahn tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil 
pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya 
hadis tersebut.
30
 
3. Rukun dan Syarat Gadai 
Gadai atau rahn merupakan salah satu bentuk muamalah yang 
melibatkan dua belah pihak sebagai subjek (ra<hin dan murtahi>n) dan 
adanya barang sebagai objek gadai. Jika tidak ada orang yang melakukan 
akad gadai, maka gadai tersebut tidak sah. Demikian pula, jika tidak ada 
barang yang dijadikan sebagai objek gadai dan utang yang menjadi 
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tanggungan dan harus dibayar, serta akad transaksi gadai, maka gadai itu 
juga tidak sah. Oleh karena itu akad rahn dianggap telah terjadi apabila 
sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, sebab rukun merupakan salah satu 
unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum 
termasuk dalam akad gadai, sedangkan syarat adalah unsur yang harus 
dipenuhi dalam perbuatan hukum gadai tersebut. 31 
Melakukan akad gadai agar dipandang sah dan benar dalam 
syariat Islam maka harus memenuhi rukun dan syarat gadai berdasarkan 
hukum Islam: 
a. Rukun dan syarat gadai adalah: 
1) S{i<gat akad (ijab dan kabul) 
S{i<gat adalah suatu ungakapan para pihak yang melakukan 
akad berupa ijab dan kabul. Gadai dikatakan tidak sah jika belum 
ada ijab dan kabul dari penerima gadai, sebab dengan adanya ijab 
dan kabul menunjukkan kerelaan dari pokok yang telah 
mengadakan perjanjian atau transaksi gadai. 
a) S{i<gat akad dan syarat 
Suatu akad tidak hanya dilakukan oleh orang normal, 
orang cacat pun dapat melakukan satu akad apabila cacatnya 
berupa tuna wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan 
dengan isyarat asalkan diantara pihak tersebut memiliki 
pemahaman yang sama, tetapi apabila dimungkinkan bisa 
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dilakukan dengan tertulis hendaknya dengan menulis saja 
karena keinginan yang dinyatakan dengan tulisan lebih 
,meyakinkan dari pada dilakukan dengan isyarat. 
32
 
b) S{i<gat akad dengan perbuatan 
Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, 
kini perikatan dapat dilakukan dengan perbuatan saja, tanpa 
secara lisan, tertulis tanpa isyarat. Hal ini sering terjadi pada 
praktik jual beli supermarket yang tidak ada proses tawar 
menawar. 
2) Aqid (penggadai dan penerima gadai). 
Selain s{i<gat yang harus ada dalam suatu akad, juga harus 
ada orang yang melakukan akad. Orang yang melakukan akad 
memenuhi persyaratan yang sah menurut hukum, supaya 
perbuatannya mempunyai akibat hukum. Perjanjian gadai dipandag 
sah, jika para subjeknya memenuhi syarat cakap dalam melakukan 
hukum tukar menukar benda dalam arti berakal sehat, baligh, dan 
cakap hukum, maka tidak sah gadainya orang gila atau anak kecil 
yang belum tamyiz. 
Untuk pelaku akad, baik dari ra>hin ataupun murtahi>n, ada 
beberapa ketentuan syarat, yaitu:
33
 
a) Berakal 
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b) Baligh 
c) Bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad 
sekalipun tidak satu jenis. 
d) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima 
gadaian (murtahi>n) atau wakilnya. 
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian gadai, yakni 
pemberi dan penerima gadai harus mempunyai kemampuan, yaitu 
berakal dan sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang 
untuk melakukan tranksaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah 
untuk melakukan jual beli maka ia juga sah untuk melakukan akad 
gadai, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan 
harta. 
3) Marhu>n (barang gadaian) yang seimbang dengan hutang 
Marhu>n  yaitu barang yang digunakan ra>hin untuk dijadikan 
jaminan dalam mendapatkan utang. Para ulama fiqh sepakat 
mensyaratkan marhu>n sebagai persyaratan dalam jual beli, 
sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak 
murtahi>n.34 
Syarat-syarat marhu>n: 
a) Marhu>n merupakan benda bernilai menurut ketentuan syara‘, 
yang dimaksud adalah barang yang dapat diambil manfaatya 
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secara biasa. Tidak dalam keadaan terpaksa, dan secara riil 
tidak menjadi milik seseorang jika manfaatnya dalam keadaan 
terpaksa bukan benda bernilai seperti babi, khamer, dan lain-
lain. 
b) Marhu>n sudah berwujud dan diserahkan pada waktu perjanjian 
terjadi, ialah bahwa barang itu merupakan oleh untuk 
digadaikan dan dapat oeh pihak agar tidak terjadi unsur-unsur 
penipuan. 
c) Marhu>n adalah milik ra>hin, dalam hal ini baik barang maupun 
manfaatnya barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut 
syara„ meskipun pada saat yang akan datang seperti hewan 
yang masih kecil. 
Adapun syarat-syarat marhu>n menurut Imam Syafi‟i sebagai 
berikut: 
a) Barang yang digadaikan adalah barang yang dapat 
diperjualbelikan/ memiliki nilai ekonomis dalam pandangan 
syara‘. 
b) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh rahin, baik 
sebagai pemilik atau wali, atau pemegang wasiat. 
c) Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak. 
Minimal sampai batas waktu jatuh tempo. 
d) Barang yang digadaikan harus suci 
42 
 
e) Barang yang digadaikan harus barang yang bisa dimanfaatkan 
dan barang bergerak. 
4) Marhu>n bih (hutang) 
Mengenai syarat hutang adalah benar-benar dan tetap 
menjadi tanggungan rahin, yaitu telah benar-benar diserahkan oleh 
murtahin dan diterima rahin. Dengan kata lain dikehendaki oleh 
kedua belah pihak untuk menjaga syarat-syarat tersebut di atas, 
maka tidak sah menggadaikan barang hasil gasab dan pinjaman.
35
 
Syarat-syarat marhu>n bih: 
a) Marhu>n bih hendaknya barang yang wajib diserahkan, marhu>n 
bih hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang 
yang menggadaikan barang, baik berupa uang maupun 
berbentuk benda. 
b) Marhu>n bih memungkinkan dapat dibayarkan, jika marhu>n bih 
tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak sah, sebab menyalahi 
maksud dan tujuan dari disyariatkannya rahn. 
c) Hak atas marhu>n bih harus jelas, dengan demikian tidak boleh 
memberikan dua marhu>n bih tanpa utang mana menjadi rahn.36 
b. Syarat-syarat gadai 
Menurut Wahbah al-Zuhalyli yang dikutip oleh Idri syarat-
syarat rahn dapat dijelaskan sebagai berikut:37  
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1) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (ra>hin 
dan murtahi>n), yaitu syarat ahliyyah/ syarat kecakapan. Menurut 
ulama Hanafiyyah, diisyaratkan bagi dua orang yang berakad gadai 
itu agar berakal dan tamyiz sehingga tidak akad gadai oleh orang 
gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan susuatu dengan 
yang lain. Anak kecil, orang gila, orang di bawah pengampuan dan 
yang sejenisnya tidak dapat melakukan akad ini baik sebagai rahi>n 
ataupun murtahi>n. 
2) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan kabul. Ulama Syafi‟iyah 
menyatakan bahwa syarat yang dikaitkan dengan rahn ada tiga 
a) Syarat yang sah, seperti disyaratkannya adanya saksi atau 
kemaslahatan tertentu untuk akad sehingga tidak terjadi 
ketidaktahuan. 
b) Syarat yang batal atau senda-gurau seperti mensyaratkan 
sesuatu yang tidak mengandung manfaat atau tujuan tertentu. 
c) Syarat yang merusak akad, yaitu syarat yang memberatkan 
pada orang yang memberi dan menerima gadai, seperti tidak 
boleh mengambil kembali barang gadai setelah utang dibayar 
kecuali setelah enam bulan lamanya.  
3) Syarat utang (marhu>n bih) 
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Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa rahn itu baru 
dianggap secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan 
uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.  
4) Syarat yang berkaitan dengan barang yang digadaikan (marhu>n) 
adalah: 
a) Barang yang digadaikan dapat diperjual-belikan. 
b) Berupa harta benda, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang 
bukan harta seperti mayat. 
c) Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara„ 
sehingga dapat melunasi hutangnya. 
d) Barang gadai itu diketahui. 
e) Barang gadai dimiliki oleh orang yang menggadaikan 
f) Barang gadai terbatas dari hak orang yang menggadaikan. 
g) Barang gadai terpisah dari barang lain. 
h) Barang gadai dapat dibedakan sehingga tidak boleh 
menggadaikan separuh kamar atau seperempat kendaraan. 
Imam Syafi‟i melihat bahwa Allah tidak menetapkan satu hukum 
kecuali dengan jaminan yang memiliki kriteria jelas dalam serah terima. 
Apabila kriteria tersebut tidak ada maka hukumnya juga tidak ada. 
Mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai dengan akad dan bagi orang 
yang menggadaikan diharuskan menyerahkan barang jaminan untuk 
dikuasai debitur (murtahi>n). Barang jaminan jika sudah berada di tangan 
murtahi>n ia berhak memanfaatkan barang tersebut. Berbeda dengan 
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Imam Syafi‟i yang mengatakan,”Hak pemanfaatan atas barang jaminan 
hanya boleh selama tidak merugikan”.  38 
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
Dalam perjanjian gadai antara pemberi dan penerima gadai 
terdapat hak dan kewajiban antara keduanya. 
a. Hak penerima gadai 
1) Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila penggadai 
tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 
2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang 
telah dikeluarkan untuk menjadi keselamatan barang gadai. 
3) Selama pinjaman belum dilunasi, penerima gadai berhak menahan 
barang gadai yang diserahkan oleh penggadai. 
b. Kewajiban penerima gadai 
1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau 
merosotnya barang gadai yang diakibatkan oleh kelalaiannya. 
2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk 
kepentingan sendiri. 
3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada penggadai 
sebelum diadakan pelelangan barang gadai. 
c. Hak penggadai 
1) Penggadai berhak mendapatkan barang gadaiannya kembali 
setelah ia mampu melunasi semua pinjamannya. 
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2) Penggadai berhak menuntut ganti rugi atas rusaknya atau 
hilangnya barang gadai, apabila itu disebabkan kelalaian 
penerima gadai. 
3) Penggadai berhak menerima sisa dari hasil penjualan barang 
gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. 
d. Kewajiban penggadai 
1) Penggadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya 
dalam waktu yang telah ditentukan. 
2) Penggadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, 
apabila dalam waktu yang telah ditentukan penggadai tidak dapat 
melunasinya.
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5. Berakhirnya Akad Gadai 
Sebuah perjanjian atau akad tidak akan berlaku selamanya, ia 
dibatasi oleh jangka waktu. Di samping itu, terkadang dengan terjadinya 
kejadian tertentu dapat memberhentikan akad atau perjanjian yang 
bersangkutan sebelum masa berlakunya habis. Menurut ketentuan syariat 
bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran hutang 
telah terlewati maka si berhutang berkewajiban membayar utangnya.
40
 
Gadai (rahn) dipandang habis dengan beberapa keadaan seprti 
membebaskan utang, hibah, membayar hutang, dan lain-lain. 
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Menurut hukum Islam, jika telah jatuh tempo membayar utang, 
pemilik barang gadai wajib melunasi utangnya dan penggadai wajib 
menyerahkan barangnya dengan segera. Jika penggadai tidak mampu 
melunasi hutangnya maka barang gadai itu dijual untuk menutupi 
utangnya. Jika tidak rela menjual barang gadai, maka hakim dapat 
memaksa untuk melunasi hutangnya atau menjual barang gadai. 
Kelebihan hasil penjualan barang gadai diserahkan kepada pemilik 
asalnya, jika masih kurang  untuk melunasi hutangnya maka masih tetap 
menjadi tanggungan yang berhutang.
41
 
Barang gadai adalah amanat yang ada di tangan pemegang gadai, 
ia tidak berkewajiban meminta ganti kecuali jika melewati batas waktu. 
Akad rahn dianggap berakhir antara lain:42 
a. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (ra>hin) dengan 
ikhtiarnya sendiri, maka akad rahn menjadi batal. 
b. Ra>hin melunasi semua utangnya, 
c. Waktu pelunasan yang disepakati telah jatuh tempo, 
d. Barang jaminan dijual dengan perintah hakim atas permintaan ra>hin, 
e. Pembebasan utang dengan cara apa pun meskipun dengan 
pemindahan oleh murtahi>n, 
f. Pembatalan oleh murtahi>n, meskipun tidak ada persetujuan dari 
pihak ra>hin, 
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g. Rusaknya barang gadai tanpa sebab, 
h. Memanfaatkan barang ra>hin dengan penyewaan, hibah, atau sedekah 
baik dari ra>hin maupun murtahi>n. 
Menurut Sayyid Sabiq, hak gadai akan berakhir jika:
43
 
a. Ra>hin telah melunasi semua kewajibannya kepada murtahi>n 
b. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi 
c. Baik ra>hin maupun murtahi>n atau salah satu ingkar dari ketentuan 
syara„ dan akad yang telah disepakati oleh keduanya. 
Menurut Wahbah Az-Zuhaili berakhirnya akad rahn dikarenakan hal-hal 
berikut:
44
 
a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. 
b. Ra>hin membayar utangnya. 
c. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas 
permintaan ra>hin. 
d. Pembebasan utang dengan cara apa pun, sekalipun dengan 
pemindahan oleh murtahi>n. 
e. Pembatalan oleh murtahi>n, meskipun tidak ada persetujuan dari 
pihak ra>hin. 
f. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan murtahi>n 
g. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau 
shadaqah, baik dari pihak ra>hin maupun murtahi>n. 
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h. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata gadai berakhir 
apabila: 
a. Hapusnya utang yang ditanggung, 
b. Dilepaskan secara sukarela, 
c. Barang tanggungan hilang, 
d. Barang tanggungan musnah (hapus), 
e. Jika seorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik 
dari barang yang digadaikan.
45
 
6. Risiko atas Kerusakan Barang Gadai 
Apabila murtahi>n sebagai pemegang amanat telah memelihara 
barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang, 
kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang 
tanpa disengaja, maka para ulama dalam hal ini bereda pendapat 
mengenai siapa yang harus menanggung resikonya. Ulama mazhab 
Syafi‟i dan Hambali berpendapat bahwa murtahi>n tidak menanggung 
resiko apapun. Namun ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa 
murtahi>n menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum.46 
Perhitungan dimulai pada saat diserahkannya barang gadai 
kepada murtahi>n sampai hari rusak atau hilangnya yang disebabkan oleh 
kelengahan murtahi>n. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, 
                                                             
45
 R Subekri & R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang,...hlm 298 
46
 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah,...hlm.55-56 
50 
 
semua ulama sepakat bahwa murtahi>n menanggung resiko, memperbaiki 
kerusakan atau mengganti yang hilang.
47
 
7. Hikmah Disyariatkannya Gadai 
Hikmah disyariatkannya gadai seperti yang telah dijelaskan oleh 
Ahmad Wardi Muslich bahwa hikmah gadai adalah suatu keadaan setiap 
orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta 
sangat dicintai semua manusia. Terkadang di suatu waktu, seseorang 
sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhannya yang 
mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia tidak mendapatkan orang yang 
bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya. Hingga 
ia mendatangi orang lain dengan cara berutang, sebagaimana yang 
disepakati kedua belah pihak. Bisa pula, dia memberikan barang gadai 
sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia 
melunasi utangnya.
48
 
Tak lain halnya yang telah dikemukakan oleh Sohari Sahrani dan 
Ruf‟ah Abdullah, Allah mensyariatkan ar-rahn (gadai) untuk 
kemaslahatan orang yang menggadaikan (ra>hin), pemberi utangan 
(murtahi>n), dan masyarakat. Untuk ra>hin, ia mendapatkan keuntungan 
berupa dapat menutupi kebutuhannya. Adapun murtahi>n (pihak pemberi 
utang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia 
pun mendapatkan keuntungan syar‟i. Bila ia berniat baik, maka dia 
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mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan yang kembali 
kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling 
memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini 
termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat 
yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan 
melapangkan penguasa.
49
 
Dari penjelasan diatas hikmah disyariatkannya gadai itu 
disamping dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan 
juga disisi lain dapat memberikan keamanan bagi ra>hin dan murtahi>n, 
bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak ra>hin ingkar janji untuk 
membayar utangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang 
oleh pihak murtahi>n. Dari sisi peminjam atau ra>hin dapat memanfaatkan 
dana pinjamanya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu 
menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, 
lebih maju, dan lebih makmur. 
8. Pemanfaatan Barang Gadai 
Memanfaatkan barang gadai menjadi pembahasan yang penting. 
Karena kebanyakan kesalahan masyarakat berada pada point ini. Pada 
dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik 
barang maupun penerima gadai, kecuali apabila mendapat izin dari 
masing-masing yang bersangkutan, sebab hak pemilik barang tidak 
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memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan 
hukum, misalnya mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu-waktu 
atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang 
gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai 
nilai, tetapi tidak pada pemanfaatan dan pengambilan hasilnya. Penerima 
gadai hanya berhak menahan barang gadai.
50
 
Dalam KUHPer Pasal 1157 tentang gadai menjelskan bahwa 
orang yang berpiutang adalah yang bertanggung jawab untuk hilangnya 
atau berkurang nilai ekonomis barangnya sekadar itu telah terjadi 
kelalaiannya. Sebaliknya si berutang berkewajiban untuk mengganti 
kepada orang yang berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang 
telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna untuk 
keselamatan barang gadainya.
51
   
Gadai pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan 
menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai tidak mampu atau 
tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan. Akan tetapi 
dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama 
berbeda pendapat. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa murtahi>n tidak 
boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, 
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sekalipun ra>hin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang 
yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.
52
  
Hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut: 
ُِمْنُُغلِابُُمْرَغلا 
“Resiko itu menyertai Manfaat.” 
 
Maksudnya adalah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu 
harus menanggung resiko. Biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli 
kecuali ada keridhaan dari penjual untuk ditanggung bersama. Demikian 
pula halnya, seseorang yang meminjam barang maka dia wajib 
mengembalikan barang dan resiko ongkos-ongkos pengembaliannya. 
Berbeda dengan ongkos mengangkut dan memelihara barang, 
dibebankan kepada pemilik barang. 
b. Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Manfaat Barang Gadai 
Seperti telah dijelaskan bahwa dalam fikih Islam, barang 
gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan murtahi>n, sama 
dengan amanat lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu 
rusak, kecuali jika karena tindakannya. Penerima gadai hanya 
bertanggug jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha 
semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan 
yang rusak diluar kemampuan murtahi>n tidak harus diganti. Telah 
dikemukakan di atas barang jaminan adalah sebagai amanat yang 
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tidak boleh diganggu oleh murtahi>n. Sedang biaya pemeliharaannya 
boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang 
diperlukan. 
53
 
Adapun cara pengambilan manfaat dari barang jaminannya 
ialah dengan menanam pada (kalau tanan berupa sawah) dengan 
tanaman lain (kalau tanah itu berupa tanah darat atau kebun) atau 
dengan mengambil/ menjual buahnya sebanyak harga biaya yang 
dibutuhkan (kalau tanah berupa kebun kelapa). Dengan 
pemeliharaan semacam ini dapat diambil manfaat sekedar biaya 
yang diperlukan guna mengolah tanah. Pengolahan tanah tersebut 
tidak mengurangi keadaan yang ada padanya yang menimbulkan 
penyesalan bagi orang yang menggadaikannya. Bahwa menitipkan 
titipan dengan syarat jaminan ada dua pendapat pertama tidak perlu 
memakai jaminan dan kedua memakai jaminan atas orang yang 
diberi titipan oleh yang menitipkan tidak ada tanggungan, kecuali 
jika berbuat kesalahan. 
1) Pendapat Imam Syafi‟i 
Di dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi‟i yang 
dikutip oleh Chuzaimah T. Yanggo, sebagai kitab pokoknya 
apabila kita teliti, di sana kita tidak akan menemukan suatu bab 
yang khususnya membahas tentang manfaat dari barang 
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jaminan, terutama tentang manfaat barang jaminan tanah kebun 
secara khusus. Dalam kitab Maz{ahibul Arba>h dijelaskan bahwa 
ulama-ulama Syafi‟iyah mengatakan orang yang menggadaikan 
adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang 
digadaikan, meskipun barang yang digadaikan itu ada di bawah 
kekuasaan penerimaan gadai.
54
 
Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang 
kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu adalah orang 
yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. 
Walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari 
barang jaminan ada di tangan si penerima gadai. Hanya ada 
waktu barang tersebut diambil manfaatnya kekuasaan untuk 
sementara waktu beralih kepada yang menggadaikan.
55
 
Ulama-ulama Syafi‟iyah mengemukakan alasan-alasan 
mereka adalah: 
a) Hadis Rasulullah saw yang berbunyi: 
َُةَر ْيَرُىُبَِأُْنَعَُناَُك اَذِإُِوِتَقَف َِنبُُبَلُْيُُ ِّر َّدلاُ َُبََلَُلاَقَُمَّلَسَوُِوْيَلَعُُوَّللاُىَّلَصُِّبَِّنلاُْنَع
ُُةَقَف َّ نلاُُبِلَْيَُوُُبَْكر َيُيِذَّلاُىَلَعَوًُانوُىْرَمَُناَُك اَذِإُِوِتَقَف َِنبُُبَْكر ُيُُرْهَّظلاَوًُانوُىْرَم 
)ىراخبلاُهاور( 
 
Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu „alaihi wa 
sallam, Beliau bersabda, “Jika digadaikan maka susu hewan 
boleh diperah sesuai dengan nafkah yang diberikan kepada 
hewan tersebut, dan punggung hewan boleh dinaiki. Orang 
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yang menaiki dan memerah wajib memberikan nafkahnya.”(H.R 
Bukhari) 
56
 
 
b) Dalam kitab Al-Umm Imam Syafi‟i mencantumkan Hadis 
Rasulullah saw yang berbunyi: 
 
َُُةَر ْيَرُىُبَِأُُُُنعونعُللهاُيضرَُُُُُُمَّلَسَوُِوْيَلَعُُوَّللاُىَّلَصُِوَّللاُِلوُسَرَُُُُلاَق
ُ,ًانوُىْرَمَُناَُك اَذِإُِوِتَقَف َِنبُُبَرُْشيُ ِّر َّدلاُ َُبََلَوُ,ًانوُىْرَمَُناَُك اَذِإُِوِتَقَف َِنبُُبَْكر ُيُُرْهَّظلا
َُقَف َّ نلاُُبَرْشَيَوُُبَْكر َيُيِذَّلاُىَلَعَوُ:ُىراخبلاُهاور(ُة5151)  
“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh 
dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang 
digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung 
biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah 
susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. 
(H.R Bukhari)”57 
Asy-Syafi‟i memberi komentar terhadap Hadis tersebut 
sebagai berikut  “Dan ini tidak boleh menunggangi dan memeras 
(barang jaminan itu) kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang 
menggadaikan bukan bagi yang menerima gadai. Atas 
keterangan tersebut, jelaslah bahwa maksud dalam Hadis yang 
disebutkan di atas, orang yang dapat menunggangi dan memeras 
barang jaminan itu adalah yang menggadaikan karena dialah 
yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung 
jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, 
sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari 
padanya. Hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang 
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jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah 
dipinjamkannya yang dapat dijual bila ternyata pihak yang 
menggadaikan tidak dapat membayar utangnya sesuai denga 
waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.
58
 
Barang yang digadaikan itu tidak lain halnya sebagai 
jaminan atau kepercayaan saja atas si penerima gadai. Barang 
jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti 
menyerahkan hak milik, tetapi pemilik barang gadaian itu adalah 
orang yang menggadaikan. 
Pengertian yang dapat diambil dari pendapat Imam Syafi‟i 
tersebut di atas ialah bahwa manfaat dari barang jaminan secara 
mutlak  adalah hak bagi yang menggadaikan. Demikian pula 
biaya pengurusan terhadap barang jaminan adalah kewajiban 
yang menggadaikan. Alasan bagi pendapatnya itu di samping 
nash-nash hadis tersebut di atas ialah karena menggadaikan itu 
bkan menyerahkan hak milik, tetapi hanya sebagai jaminan saja.  
2) Pendapat Abu Hanifah 
Menurut ulama-ulama Hanafiyah tidak ada bedanya 
antara pemanfaatan barang gadaian yang mengakibatkan kurang 
harganya atau tidak, maka apabila yang menerima gadai 
memberi izin, maka sahlah mengambil manfaat dari barang yang 
digadaikan itu oleh yang menggadaikan. Apabila yang 
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menggadaikan menjualnya tanpa seizin dari penerima gadai, 
maka jual-belinya itu tidak sah, terkecuali yang menggadaikan 
terlebih dahulu membayar utangnya.
59
 
Sebagian ulama Hanafiyyah memperbolehkan barang 
agunandimanfaatkan apabila pemilik barang telah mengijinkan, 
maka tidakada halangan bagi pemegang barang agunan untuk 
memanfaatkannya.Akan tetapi sebagian ulama Hanafiiyah 
lainnya, ulama Malikiyahdan ulama Syafi’iyah berpendapat 
sekalipun pemilik barang agunanitumengijinkan, karena jika 
barang agunan itu dimanfaatkan itumerupakan riba yang 
dilarang syara‘.60 
Adapun alasan bagi ulama-ulama Hanafiyah bahwa yang 
berhak mengambil manfaat bagi barang gadaian bagi penerima 
gadai adalah sebagai berikut:
61
 
a) Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban 
yang menerima gaai, karena barang tersebut di tangan dan 
kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil 
nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang 
berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. Hal ini  
b) Menggunakan alasan dengan akal (rasio) 
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Sesuai dengan fungsinya barang gadaian sebagai 
jaminan dan kepercayaan bagi yang meminjamkan uang, 
maka barang tersebut dikuasai oleh penerima gadai, karena 
apabila barang tersebut masih dipegang oleh yang 
menggadaikan , berarti keluar dari tangannya dan barang 
jaminan menjadi tidak ada artinya. Apabila barang gadaian 
dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh yang menguasainya 
(penerima gadai) maka berarti menghilangkan manfaat dari 
barang tersebut, dan bila barang tersebut memerlukan biaya 
untuk pemeliharaannya.
62
 
3) Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal 
Ulama-ulama Hambali dalam masalah ini 
memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, 
apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewan pun 
dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau 
ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan ditunggangi.
63
  
Adapun yang menjadi alsan bagi Imam Ahmad bin 
Hambal ialah: 
a) Kebolehan penerima gadai untuk mengambil manfaat dari 
barang gadaian yang bisa diperah dan ditunggangi. 
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b) Hadist lain yang dijadikan alasan bolehnya penerima gadai 
mengambil manfaatnya dari barang jaminan yaitu bolehnya 
meminum susu sekor kambing yang digadaikan sesuai 
dengan kadar memberi makanan bagi kambing itu, bila 
melebihi kadar memberi makanan maka termasuk riba. 
c) Tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat dari 
barang gadaian selain dari barang yang bisa ditunggangi dan 
diperah. Alasan bagi Imam Ahmad dalam hal tidak bolehnya 
si penerima gadai mengambil manfaat dari barang jaminan 
adalah sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh 
Imam Syafi‟i, Imam Malik, dan ulama-ulama lainnya. 
4) Pendapat Imam Malik 
Para ulama Malikiyah mengatakan bahwa hasil dari 
barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, 
adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu 
adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak 
mensyaratkan.  
Apabila murtahi>n mensyaratkan bahwa hasil dari barang 
gadaian itu untuk dia, maka hal ini bisa saja dengan beberapa 
syarat yaitu:
64
 
a) Utang terjadi disebabkan karena jual beli dan bukan karena 
menguntungkan. Hal ini dapat terjadi seperti seseorang 
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menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang 
ditangguhkan (tidak dibayar kontan), kemudian dia meminta 
gadai dengan suatu barang sesuai degan utangnya, maka ini 
dibolehkan. 
b) Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari 
barang gadai adalah untuknya. 
c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyariatkan 
itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan 
tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. 
Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi 
penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang 
digadaikan. Adapun bila dengan sebab mengutangkan, maka 
tidak sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dengan 
cara apapun, baik pengambilan manfaat itu disyaratkan oleh 
penerima gadai ataupun tidak, ditentukan waktunya atau tidak. 
Ketidakbolehan itu termasuk kepada mengutangkan yang 
mengambil manfaat, sedangkan hal itu termasuk riba.
65
 
Dengan demikian jelaslah Imam Malik berpendapat 
bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang 
menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai. Akan tetapi 
walaupun demikian penerima gadaipun bisa mengambil manfaat 
dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. 
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Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan 
bahwa penyimpanan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta 
tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima 
gadai tanpa izin dari salah satu pihak. Pemberi gadai harus 
bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan 
harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.
66
 
Ulama yang membolehkan pemanfaatan barang jaminan 
adalah al-Jazi>ri>, Imam Sha>fi’i, Imam Ah {mad Hambali, Ibn 
Qudda>mah, Abu Zakariyya Muhyiddi>n, Ibn Sharf al-Nawa>wi, Ibn 
Qayyim, dan Wahbah Zuhayli. 
Al-Jazi>ri> menyatakan bahwa jika barang jaminan itu adalah 
hewan yang dapat dikendarai dan disusui , maka diperbolehkan 
walaupun tanpa izin ra>hin dengan syarat menggantinya dengan 
nafaqah. Pendapat yang dikemukakan ulama Hanabilahini 
menafsirkan bahwa barang jaminan ada kalanya hewan yang dapat 
ditunggangi dan diperah, serta ada kalanya bukan hewan. Jika yang 
dijaminkan berupa hewan yang dapat ditunggangi, pihak murtahi>n 
dapat mengambil manfaat barang jaminan tersebut dengan 
menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin ra>hin.  
Menurut Wahbah Zuhaily, ra>hin mengizinkan murtahi>n 
memanfaatkan barang jaminan dikarenakan ada dua pandangan 
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diantaranya: (a) sebagian di antara ulama Hanafiyah 
membolehkannya, dan (b) sebagian lain melarangnya secara mutlak 
dikarenakan adanya unsur riba. 
Sedangkan ulama yang melarang memanfaatkan barang 
jaminan adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Hanafiyah 
berpendapat bahwa murtahi>n tidak dapat memanfaatkan barang 
jaminan yang dapat digunakan, dikendarai, maupun ditempati, 
kecuali mendapat izin ra>hin karena murtahi>n sebatas memiliki hak 
dan menahan barang bukan memanfaatkannya. Kemudian jika 
barang jaminan itu dimanfaatkan hingga rusak, maka murtahi>n harus 
mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai penggunan 
barang yang bukan menjadi miliknya. 
Menurut sebagian besar sarjana muslim menolak hak ra>hin 
memanfaatkan barang jaminan. Ketidakbolehan pemanfaatan barang 
jaminan oleh ra>hin adalah mutlak kecuali adanya izin dari murtahi>n. 
Demikian juga sebaliknya, murtahin tidak dapat memanfaatkan 
barang jaminan kecuali adanya izin dari ra>hin. Tidak ada perbedaan 
secara hukum terhadap jenis barang jaminan, baik itu berupa barang 
maupun memanfaatkan sesuatu yang dapat mengurangi nilai atau 
tidak. 
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c. Pemanfaatan barang gadai menurut Fatwa DSN-MUI/III/2002 
Tentang Rahn 
                                                             
67
Ade Sofyan, Kedudukan Sistem,...hlm. 42-43 
64 
 
Di dalam Fatwa DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn 
disebutkan bahwa marhu>n dan manfaat tetap menjadi milik ra>hin. 
Pada prinsipnya marhu>n tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahi>n 
kecuali seizin ra>hin dengan tidak mengurangi nilai marhu>n dan 
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 
perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhu>n pada 
dasarnya menjadi kewajiban ra>hin, namun dapat dilakukan juga oleh 
murtahi>n sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap 
menjadi keajiban ra>hin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
marhu>n tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 68 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PRAKTIK PEMANFAATAN MARHU>N PADA AKAD 
GADAI DI DESA WADUNGGETAS KECAMATAN WONOSARI 
KABUPATEN KLATEN 
 
A. Geografis dan Demografis 
Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, adalah 
desa yang berada paling barat di Kecamatan  Wonosari dan terletak di 
bagian  utara di Kabupaten Klaten.                                  -     
   -                       -rata Desa Wadunggetas adalah diatas 15 
mm/tahun.
1
 
Gambar 1. Peta Desa Wadunggetas 
 
1. Luas Wilayah Desa Wadunggetas 
Desa Wadunggetas memiliki luas sebesar 126.935 Ha sebagian 
besar adalah tanah kering yang berupa pekarangan sebesar 85.585 Ha, 
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selain itu pemanfaatan lahan di Desa Wadunggetas untuk sawah yang 
terdiri dari sawah irigasi setengah teknis sebesar 65.585 Ha, irigasi tadah 
hujan 17.855 Ha, dan perladangan sebesar 17.855 Ha.
2
 
Table I Luas Wilayah Desa Wadunggetas 
Tanah Kas Desa 98.500 Ha 
Tanah Wakaf 0,030 Ha 
Tanah Sawah 83.440 Ha 
Tanah Kering 103.710 Ha 
 
2. Kependudukan  
Dalam pelaksanaan pembangunan  jumlah penduduk dapat 
sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset 
desa memiliki peran ganda sebagai subjek maupun objek kegiatan. 
Struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian, jenis kelamin, struktur 
agama, tingkat pendidikan. Jumlah penduduk Desa Wadunggetas pada 
tahun 2018 adalah sebanyak 5.019 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 
2.494, peremuan sebanyak 2.525, dan jumlah KK sebanyak 1.590.
3
 
a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
Tabel II Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
Laki-laki Perempuan 
2494 2525 
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b. Jumlah Penduduk Menurut Agama 
Table III Jumlah Penduduk Menurut Agama 
Agama Jumlah 
Islam 4.924 
Kristen 42 
Katholik 45 
Hindu 5 
Budha 3 
 
c. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan  
Table IV Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 
Pendidikan Jumlah 
Taman Kanak-Kanak 240 
Sekolah Dasar 445 
SMP/SLTP 230 
SMA/SLTA 246 
Akademik (D1-D3) 122 
Sarjana (S1-S3) 152 
 
d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
Table V Jumlah Penduduk Menurut Mata Pecaharian 
Mata Pencaharian Jumlah 
PNS 42 
ABRI 26 
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Swasta  166 
Wiraswasta  752 
Tani  46 
Pertukangan  32 
Buruh Tani 1287 
Pensiunan  28 
Jasa  110 
 
3. Sarana Perekonomian 
Dalam peningkatan ekonomi sarana yang ada di Desa 
Wadunggetas kurang memadai tidak adanya koperasi dan lembaga 
keuangan di desa tersebut mengakibatnya kurangnya pembiayaan pada 
warga desanya. Pasar di desa tersebut juga tidak ada akan tetapi banyak 
warung kelontong sebagai mata pencaharian ibu-ibu yang di rumah.
4
 
Faktor pertumbuhan ekonomi yang lambat salah satunya adalah 
pekerjaan masyarakatnya, di Desa Wadunggetas yang umumnya petani 
dan pedagang yang bekerja sebagai pengusaha ataupun PNS sangat 
sedikit karena rendahnya pendidikan masyarakatnya, semua faktor yang 
saling berkaitan itulah yang mengakibatkan Desa Wadunggetas dalam 
pertumbuhan ekonomi lambat.  
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B. Latar Belakang Terjadinya Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa 
Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten 
Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat 
hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dapat melakukan 
berbagai cara untuk memenhi kebutuhannya apalagi kebutuhan yang 
mendesak dan harus segera terpenuhi, salah satunya adalah dengan cara 
gadai (rahn).  Konsep utama gadai adalah pinjam meminjam yang 
menggunakan jaminan barang yang dimiliki oleh orang yag berhutang.  
Hak gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan 
sepeda motor milik orang lain, yang telah menerima uang gadai darinya. 
Selama hutang belum dikembalikan maka sepeda motor yang 
bersangkutan dikuasai oleh orang yang meminjamkan uang (penerima 
gadai). Salah satuya barang jaminan adalah sepeda motor yang menjadi 
objek jaminan gadai. 
a. Faktor ekonomi 
Seperti yang telah dijelaskan bahwa kebanyakan masyarakat 
Desa Waduggetas sebagian besar adalah petani dan pedagang. 
Tingkat pendidikan di Desa Wadunggetas juga sangat rendah. 
Mereka beranggapan bahwa menggadaikan di lembaga pegadaian 
akan memerlukan persyaratan yang rumit serta hasilnya tidak sesuai 
dengan yang mereka harapkan dan juga keharusan melunasi 
pinjaman yang harus tepat pada waktunya jika mereka memilih 
menggadaikan di lembaga pegadaian. Keadaan seperti ini membat 
70 
 
masyarakat Desa Wadunggetas merasa lebih memilih untuk 
menggadaikan antar perorangan kepada teman, kerabat ataupun 
tetangganya sendiri daripada ke lembaga pegadaian karena syarat 
yang mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman uang untuk 
memenuhi kebutuhannya yang mendesak. 
5
 
b. Faktor sosial dan kebiasaan masyarakat 
Sesuai yang telah penulis amati dan dari hasil wawancara 
dengan warga Desa Wadunggetas bagi mereka yang membutuhkan 
uang secara mendesak untuk memenuhi kebutuhannya mereka 
memilih untuk menggadaikan sepeda motornya secara perorangan 
daripada mengadaikan di lembaga pegadaian yang mana syarat yang 
rumit dan juga pengembalian pinjaman harus sesuai dengan waktu 
yang telah disepakati. Akan tetapi jika gadai secara perorangan yang 
terjadi di Desa Wadunggetas apabila belum bisa melunasi 
pinjamannya maka sepeda motor tetap berada di tangan murtahi>n 
dan digunakannya, sedangkan setiap bulannya rahi>n tetap 
membayaekan ujrah sebesar 10 % dari pinjamannya. Hal ini sudah 
menjadi kebiasaan masyarakat Desa Wadunggetas. 
Oleh karena itu praktik gadai yang terjadi di masyarakat Desa 
Wadunggetas ini sulit untuk dihilangkan karena sudah menjadi 
kebiasaan, meskipun dalam praktik gadai di desa tersebut ada 
tambahan dalam pengembalian hutang dan juga pemanfaatan barang 
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yang dijaminkan, namun meraka saling percaya dan praktik gadai 
sapai sekarang masih tetap berlagsung.
6
 
C. Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Wadunggetas Kecamatan 
Wonosari Kabupaten Klaten. 
 Gadai kendaraan bermotor di Desa Wadunggetas adalah seseorang 
yang memiliki sepeda motor meminjam uang dan menyerahkan sepeda 
motornya kepada penerima gadai guna sebagai jaminan atas hutangnya. 
Awal mula praktik gadai menurut Bapak Sriyono tidak diketahui secara 
pasti yang mana praktik gadai sudah terjadi sangat lama di Desa 
Wadunggetas. Beliau mengetahui praktik gadai sepeda motor awalnya dari 
teman beliau yang sering menggadaikan sepeda motornya kepada teman 
sendiri.  
Menurut Bapak Sriyono praktik gadai berlangsung sudah sangat 
lama sepengetahuan beliau sudah ada dari beliau masih muda dan sampai 
sekarang gadai sepeda motor masih dilakukan, pemanfaatan barangnya 
pun sampai saat ini tidak berubah masih saja pihak murtahi>n 
menggunakan sepeda motornya karena merasa mempunyai hak untuk 
menggunakannya atas uang yang dipinjamkannya dan Bapak Sriyono 
sekarang juga masih sebagai penerima gadai.
7
 
Dalam pelaksanaan gadai ada hal-hal yang harus dipenuhi seperti: 
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1. Adanya pihak yang dapat melakukan praktik gadai sepeda motor yaitu 
pihak yang menerima gadai dan pemberi gadai. Biasanya orang yang 
melakukan gadai adalah orang yang sudah dewasa, berakal, 
mempunyai pekerjaan, dan cakap hukum. Kedua belah pihak 
melakukan dengan suka rela tanpa adanya paksaan. 
2. Adanya serah terima, serah terima ini dilakukan oleh para pihak yang 
melakukan praktik gadai sepeda motor. Dalam proses serah terima ini 
pihak pemberi gadai menyerahkan sepeda motor beserta STNKnya 
kepada penerima gadai sebagai jaminan atas hutangnya. Bagi penerima 
gadai menyerahkan uang kepada pemberi gadai sesuai dengan yang 
diinginkan pemberi gadai. Misalnya serah terima yang dilakukan 
Bapak Ryan dengan Bapak Kukuh. 
Contoh : Mas Ryan butuh uang sebesar Rp 2.000.000,- saat itu juga 
dan Mas Ryan mempunyai sepeda motor Mio tahun 2016 yang 
rencananya akan digadaikan kepada Mas Kukuh, awalnya mereka 
membicarakan tentang keinginan melakukan gadai lewat pesan di HP 
dan setelah kedua belah pihak menyetujui mereka bertemu untuk 
menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan uang. Mas Ryan 
menyerahkan sepeda motor dan STNK serta Mas Kukuh menyerahkan 
uang yang diminta oleh Mas Ryan.
8
Mas Ry   m    c pk   “mas ini 
sepeda saya beserta STNK sesuai dengan permintaanmu”  Mas 
K k  ” iy  mas ini uang Rp2.000.000,- yang kamu inginkan ini saya 
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potong Rp 200.000,- untuk biaya perawatan dan penyimpanan jadi mas 
menerima uangnya Rp 1.800.000,- dan besuk mengembalikannya 
kepada saya Rp 2.000.000,-“ dan setiap bulannya harus membayar 
biaya penyimpanan sebesar Rp 200.000,- ya.
9
 
3. Adanya jaminan, jaminan dalam praktik gadai di Desa Wadunggetas 
adalah sepeda motor beserta STNKnya. Motor yang dijaminkan adalah 
motor milik pribadi meskipun ada beberapa kali yang menggadaikan 
sepeda motonya masih dalam keadaan kredit di dealer yang mana 
kepemilikan termasuk belum sepenuhnya menjadi hak milik. Akan 
tetapi jika sepeda motor yang masih kredit maka pemilik sepeda motor 
harus wajib membayarkan angsuran rutin kepada dealer untuk 
mencegah terjadinya masalah ketika sepeda motor sebagai barang 
jaminan hutang, sedangkan jika sepeda motor yang digadaikan 
termasuk sepeda motor dibawah tahun 2006 maka penyerahan sepeda 
motor beserta STNK dan BPKB. Apabila terjadi kerusakan pada 
sepeda motor yang dijadikan barang jaminan maka menjadi tanggung 
jawab pemilik sepeda motor walaupun si penerima gadai 
memanfaatkan sepeda motornya, padahal mewajibkan kepada pemberi 
gadai untuk memberikan biaya penitipan barang (ujrah) sebesar 10% 
dari besarnya uang pinjaman yang dibayarkan setiap bulan akan tetapi 
tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada sepeda 
motor tersebut maupun tidak merawatnya dengan baik. Praktik gadai 
                                                             
9
Kukuh, Penerima Gadai Di Desa Janti, Wawancara Pribadi, 15 Mei 2019 Jam 17.00 
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sepeda motor yang terjadi di Desa Wadunggetas barang jaminan 
berada pada kekuasaan penerima gadai, dan apabila sepeda motor yang 
dijadikan jaminan kembali kepada pemilik motor keadaannya tidak 
seperti awal ketika dijaminkan maka itu sudah menjadi konsekuensi 
pihak yang memiliki sepeda motor. 
10
 
4. Adanya hutang. Hutang di sini adalah pemberian pinjaman oleh pihak 
penerima gadai kepada pihak yang memberikan gadai, yang nantinya 
akan dikembalikan sampai batas waktuya.
11
 
Prosedur pelaksanaan akad gadai di Desa Wadunggetas, Kecamatan 
Wonosari, Kabupaten Klaten: 
1. Pemberi gadai menghubungi penerima gadai melalui telefon untuk 
membicarakan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor miliknya. 
Setelah penerima gadai menyetujui permintaan pemberi gadai maka 
kedua belah pihak bertemu untuk membicarakan jumlah pinjaman 
yang disesuaikan dengan taksiran harga sepeda motor yang dijaminkan 
dan besaran ujrah yang harus dibayarkan setiap bulannya. 
2. Kedua belah pihak bertemu lagi untuk melakukan akad secara lisan 
dan saling menyerahkan barang yaitu, pihak pemberi gadai 
menyerahkan barang yang dijadikan jaminan yaitu sepeda motor 
beserta STNKnya ada pula yang beserta BPKBnya, sedangkan 
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Sutarmi, Pemberi Gadai di Desa Wadunggetas, Wawancara Pribadi, 28 April 2019 Jam 
13.00 WIB 
11
Sepdiyanto, Penerima Gadai di Desa Wadunggetas, Wawancara Pribadi, 24 April 2019 Jam 
18.15WIB 
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penerima gadai menyerahkan uang pinjaman yang dipotong 10% dari 
uang pinjaman untuk membayar ujrah pada bulan pertama. 
3. Setiap bulan penerima gadai kerumah pemberi gadai untuk mengambil 
ujrah sesuai tanggal pada waktu akad dimulai. Akan tetapi jika pada 
waktu penarikan ujrah pada setiap bulan tidak bisa membayarkan maka 
akan ditagih bulan berikutnya, apabila tidak bisa membayarkan lagi 
maka dihitung dijumlahkan dengan hutangnya ketika akan mengambil 
sepeda motor. 
4. Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri akad gadai maka penerima 
gadai berkewajiban menyerahkan sepeda motor dan pemberi gadai 
membayarkan pinjaman beserta ujrahnya.  
D. Perhitungan Uang Pinjaman dalam Praktik Gadai Sepeda Motor di 
Desa Wadunggetas 
Besarnya uang pinjaman dalam akad gadai di desa tersebut 
dihitung dari nilai taksiran sepeda motor. Nilai taksiran ditetapkan dari 
harga pasaran barang dan disesuaikan dengan nilai pnjaman yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya besar pinjaman yang diminta 
oleh pemberi gadai Desa Wadunggetas dibawah dari harga pasaran sepeda 
motornya jadi penerima gadai tidak perlu menaksir harga sepeda motor. 
Penerima gadai langsung menerima permintaan besarnya uang pinjaman 
yang diinginkan oleh pemberi gadai.
12
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Pinjaman dibayarkan ketika pemberi gadai ingin mengambil 
sepeda motor yang dibawa oleh penerima gadai, jadi pembayarannya 
pinjaman tidak dilakukan dengan cara angsuran melainkan dengan 
dibayarkan sekali langsung lunas dengan batas waktu yang tidak 
ditentukan pada saat awal perjanjian.  
Contoh: 
1. Bapak Budi menggadaikan sepeda motor Mio tahun 2012 dengan 
STNKnya kepada Bapak Riyadi pada bulan Januari 2018. Bapak Budi 
mengatakan ingin menggadaikan sepeda motornya dengan 
membutuhkan uang sebesar Rp2.500.000,- guna untuk biaya anaknya 
sekolah  dan Bapak Riyadi memberikan uang sebesar yang diminta 
Bapak Budi karena permintaan uang pinjaman masih dibawah harga 
taksiran sepeda motor Bapak Budi. Saat itu harga taksiran sepeda 
motor mio sebesar Rp 5.000.000,-.  
2. Ibu Sutarmi menggadaikan sepeda motor Jupiter Z tahun 2014 beserta 
STNK kepada Bapak Gembong pada bulan Januari 2019 Nilai taksiran 
sepeda motor tersebut sebesar Rp 9.000.000,- akan tetapi  Ibu Sutarmi 
hanya menginginkan uang pinjaman sebesar Rp 1.200.000,- guna 
untuk membayar angsuran utang di Bank. Pada saat penerimaan uang 
pinjaman Ibu Sutarmi menerima sebesar Rp 1.080.000,- karena 
dipotong sebesar Rp 120.000,- guna untuk membayar ujrah dalam 
waktu 1 bulan. Ketika Ibu Sutarmi mengembalikan pinjaman dan ingin 
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mengambil sepeda motor maka harus membayar sebesar Rp 
1.200.000,00
13
 
3. Ibu Ari menggadaikan sepeda motor Mio2011 beserta STNK kepada 
Bapak Sriyono pada bulan Desember 2018. Taksiran harga sepeda 
motor tersebut sebesar Rp 4.000.000,- akan tetapi Ibu Ari hanya 
membutuhkan uang pinjaman sebesar Rp 1.500.000,-. 
E. Penerimaan Barang Jaminan  
Barang-barang yang dapat dijadikan jaminan gadai yang dilakukan 
masyarakat Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten 
haarganya harus melebihi nilai pinjaman uang dan juga harus milik pribadi 
bukan hak milik orang lain. 
Sepeda motor yang dapat diterima menjadi barang jaminan antara lain 
adalah:
14
 
1. Sepeda motor yang milik sendiri bukan milik orang lain, apabila masih 
dalam masa kredit atau angsuran dealer maka diharapkan harus tertib 
dan tepat waktu pembayaran angsurannya.  
2. Sepeda motor yang memiliki syarat lengkap miniman STNK. 
3. Sepeda motornya harus dengan kondisi yang baik. 
4.  Apabila sepeda motor di bawah tahun 2005 maka harus disertakan 
beserta BPKBnya.  
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F. Pemanfaatan Barang Gadai 
Praktik gadai di Desa Wadunggetas tersebut murtahi>n  mempunyai 
hak untuk memanfaatkan barang jaminan seperti digunakan setiap hari 
kemanapun pergi, dipinjamkan orang lain/ keluarga dan saudaranya. 
Pemanfaatannya sampai menguasai barang tersebut melebihi batas tanpa 
memberikan ganti rugi atas kerusakan dan biaya perawatannya. Hal ini 
terjadi tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak diawal 
perjanjian. Dari pihak ra>hin walaupun mengetahui barang jaminannya 
dimanfaatkan oleh murtahi>n akan tetapi tidak bisa meminta ganti rugi 
apabila terjadi kerusakan ataupun meminta barangnya untuk dilakukan 
perawatan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa 
Tegalduwur dalam melakukan gadai. 
Dalam akad gadai yang terjadi di Desa Wadunggetas Kecamatan 
Wonosari Kabupaten Klaten yang dijadikan barang jaminan adalah sepeda  
motor. Sepeda motor diserahkan oleh ra>hin kepada murtahi>n, sepeda 
motor tersebut berada dalam kekuasaan murtahi>n. Karena sepeda motor 
dibawa oleh murtahi>n mereka menggunakan sepeda motor milik ra>hin 
setiap hari untuk kepentingannya, tanpa merawat sepeda motor tersebut 
seperti halnya servis, pergantian oli, dan kerusakan yang lain. Sedangkan 
ra>hin sudah membayarkanujrah sebesar 10% dari besarnya pinjaman setiap 
bulannya guna untuk biaya perawatan dan penyimpanan sepeda motor. 
Apabila sepeda motor ketika kembali kepada pemiliknya dengan 
kondisi tidak seperti waktu awal terjadinya akad maka itu resiko yang 
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harus ditanggung oleh pemberi gadai. Bahkan ra>hin juga dimintai uang 
ganti oleh murtahi>n karena murtahi>n  telah melakukan perawatan sepeda 
motor tersebut. 
15
 
Seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Ryan bahwa beliau sewaktu 
menggadaikan sepeda motornya senilai Rp 2.000.000,00 untuk menebus 
sepeda motornya yang digadaikan selama 5 bulan menjadi 
Rp3.500.000,00. Tambahan sebesar Rp1.500.000,00 yakni untuk biaya 
penipitan sepeda motornya setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 dan yang 
Rp500.000,00 untuk biaya penggantian oli sebanyak 3 kali, penggantian 
lampu 1 kali dan penggantian ban belakang pada sepeda motor Mas Ryan. 
Berbeda lagi yang terjadi gadai antara Bapak Sepdiyanto dengan 
Bapak Erla, yang mana Bapak Erla menggadaikan sepeda motornya 
kepada Bapak Sepdiyanto sudah lebih dari 6 bulan dan Bapak Erla setiap 
bulannya tidak memberikan uang penyimpanan dan perawatan kepada 
Bapak Sepdiyanto, lalu sepeda motor itu digunakan setiap hari oleh Bapak 
Sepdiyanto, sepeda itu dipinjam oleh adeknya Bapak Sepdiyanto dan jatuh 
sepeda motornya  mengalami kerusakan.
16
 Bapak Sepdiyanto tidak mau 
membenahi sepeda motor yang rusak karena merasa bahwa Bapak Erla 
tidak memberikan uang untuk biaya perawatan dan penyimpanan yang 
seharusnya dibayarkan setiap bulan sebesar 10% dari pinjaman. 
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BAB IV 
ANALISIS PEMANFAATAN MARHU>N PADA PRAKRIK GADAI 
SEPEDA MOTOR DI DESA WADUNGGETAS DALAM PERSPEKTIF 
FIKIH MUAMALAH 
 
A. Analisis Dari Segi Aspek Akad Gadai dan Pemanfaatan Sepeda Motor 
Pada dasarnya praktik gadai sepeda motor yang ditemukan penulis 
di Desa Wadunggetas telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut syara‘ 
baik dari rukun maupun syarat akan tetapi masih ada yang belum sesuai 
dalam praktik gadai diantaranya: 
1. Lafadz| yaitu pernyataan perjanjian gadai yang dapat dilakukan dengan 
cara lisan maupun tulisan. 
Dalam praktik gadai sepeda motor di Desa Wadunggetas serah 
terimanya dilakukan secara lisan, yaitu ijab dan kabulnya dengan cara 
mengucapkan” saya gadaikan motor saya kepadamu” yang diucapkan 
oleh pemberi gadai dan dijawab” ya saya terima sepeda motor sebagai 
jaminan utangmu dan ambil sesuai dengan perjanjian yang telah kita 
sepakati” yang diucapkan oleh penerima gadai.  Dalam praktik gadai 
sepeda motor di Desa Wadunggetas tidak memerlukan persyaratan 
yang rumit seperti di lembaga pegadaian pada umumnya karena para 
pihak melakukan praktik gadai saling mengenal antar pihak dan saling 
percaya.  
Perjanjian gadai yang terjadi di desa tersebut tidak terdapat 
bukti tertulis antara kedua belah pihak, mereka hanya saling percaya 
satu sama lain. Bukti tertulis memanglah sangat penting dan 
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diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian sebagai tanda bukti bilamana 
dikemudian hari terjadi suatu masalah antara keduanya. Hal ini seperti 
yang dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 282 
  ۚ  ُهوُُبتْكٱَف ى ِّمَس ُّم ٍلَجَأ َٰلَِإ ٍنْيَدِب مُتَنياَدَت اَذِإ اوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ يَأ َٰي  
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya.”1 
 
Praktik gadai yang terjadi di Desa Wadunggetas dari segi akad 
yang dilakukan secara lisan memang sudah benar dan sah asalkan 
menyepakati dan saling percaya satu sama lain. Akan tetapi lebih 
baiknya jika suatu perjanjian itu ada bukti tertulisnya untuk 
mengantisipasi apabila terjadi masalah dikemudian hari. 
2. Aqid  
Para pihak yang melakukan praktik gadai harus  dewasa, sudah 
balig, berakal serta cakap hukum. Para ulama usul fikih menetapkan 
bahwa pihak-pihak yang melakukan akad harus mampu bertindak 
menurut hukum, karena jika akad yang dilakukan orang yang gila atau 
anak kecil yang belum mampu bertindak hukum secara langsung 
hukumnya tidak sah.
2
 
Kedua belah pihak yang melakukan praktik gadai di Desa 
Wadunggetas sudah memenuhi aspek  cakap hukum, terlihat dari para 
                                                             
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirannya jilid I,(Jakarta:Lentera Abadi, 2010), 
hlm.431 
2
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 
2003), hlm. 105. 
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pihak yang melakukan gadai semua orang dewasa yang sudah 
mengerti akan konsekuensi hukum gadai tersebut. 
3. Marhu>n (barang yang digadaikan) 
Barang yang digadaikan harus ada pada saat perjanjian gadai 
berlangsung, barang gadai milik ra>hin diserahkan kepada murtahi>n 
untuk menjadi barang jaminan atas pinjaman. Barang yang dijadikan 
jaminan dalam praktik gadai di Desa Wadunggetas berupa sepeda 
motor. Syarat dari barang yang dapat dijadikan jaminan adalah milik 
ra>hin, memiliki nilai ekonomis, dapat diperjual-belikan, bukan barang 
yang cepat rusak, barang yang digadaikan harus dapat dimanfaatkan 
dan barang bergerak.  Ketentuan lain dari barang yang dijadikan 
jaminan adalah harus menyertakan STNK dan ada pula yang meminta 
beserta BPKBnya. Penerima gadai mensyaratkan harus beserta 
STNKnya karena sepeda motor itu akan dimafaatkannya atau 
digunakan. Pada akad gadai yang terjadi ini justru tidak adanya syarat 
bahwa barang yang dijadikan jaminan adalah hak milik pribadi hal ini 
terlihat pada sepeda motor yang statusnya masih berhutang di dealer 
jadi belum termasuk hak milik penuh.  
Dilihat dari segi barang yang digadaikan di Desa Wadunggetas 
kurang sesuai dengan syarat barang gadai seperti yang sudah 
dijelaskan di bab 2 dikarenakan jika dilihat dari barang jaminan itu 
adalah sepeda motor sudah sesuai hanya masih kurang dalam hal 
kepemilikan karena masih ada beberapa yang menggadaikan sepeda 
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motornya masih dalam status kredit. Selain itu yang menjadikan 
kurang sesuai dengan syarat barang gadai yaitu menyertakan STNK 
untuk menjadikan barang jaminan. Barang jaminan pada akad gadai 
adalah bendanya saja tidak disertakan dengan surat kepemilikan. Surat 
kepemilikan ini hanya dilihatkan pada waktu awal perjanjian untuk 
menjadi bukti bahwa sepeda motor itu adalah milik pemberi gadai. 
Namun pada kenyataannya di desa tersebut wajib menyertakan 
STNKnya karena sepeda motor yang dijadikan barang jaminan itu 
dimanfaatkan oleh penerima gadai yaitu digunakan untuk bepergian 
jadi penerima gadai itu agar aman ketika menggunakan sepeda motor 
di jalan raya. 
4. Adanya hutang (marhu>n bih) 
Hutang adalah sejumlah dana yang diberikan penerima gadai 
atas dasar besarnya taksiran barang yang dijadikan jaminan oleh 
pemberi gadai. Murtahi>n memberikan sejumlah uang sebagai hutang 
dengan jaminan berupa sepeda motor dari ra>hin sesuai dengan 
kesepakatan dan besaran pinjaman tidak boleh melebihi nilai taksiran 
harga jual sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh ra>hin, dengan 
alasan agar tidak terjadinya kerugian yang ditanggung oleh murtahi>n 
sebagai penerima gadai yang memberikan pinjaman uang karena tidak 
adanya bukti tertulis atas perjanjian kedua belah pihak. 
Pinjaman yang diterima oleh ra>hin dikembalikan ketika ra>hin 
sudah mempunyai uang untuk mengembaliknya. Telah dijelaskan di 
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bab 2 bahwa mengenai syarat marhu>n bih yaitu marhu>n bih harus 
sesuatu yang dapat diserahkan baik berupa uang ataupun barang, 
selain itu marhu>n bih harus bisa dibayarkan oleh ra>hin jika tidak maka 
akad rahn menjadi tidak sah. 
Pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Wadunggetas 
Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten yaitu barang gadai yang berupa 
sepeda motor dimanfaatkan oleh penerima gadai. Pemanfaatan barang 
gadai sudah menjadi tradisi di desa tersebut jadi tidak perlu adanya 
persetujuan atau ijin dari pemilik sepeda motornya penerima gadai 
memanfaatkan sepeda motor sesukanya. Sepeda motor digunakan 
bepergian setiap hari oleh penerima gadai tanpa dirawat seperti halnya 
servis, pergantian oli, dan perawatan lainnya. Bahkan penerima gadai 
memanfaatkan sepeda motor bukan untuk dirinya sendiri melainkan 
dipinjamkan saudara hingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 
sepeda motor rusak.  
  Dari segi praktik pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa 
Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tidak adanya 
pertanggungjawaban oleh pihak penerima gadai atas apa yang telah 
dilakukan. Hal tersebut berarti pihak penerima gadai tidak bisa memegang 
amanah dari piha pemberi gadai untuk menjaga dan merawat sepeda motor 
yang berada ditangan penerima gadai. Padahal pemberi gadai telah 
membayarkan upah atas penitipan dan perawatan sepeda motornya setiap 
bulan sebesar 10% dari uang pinjamannya. Hal ini sangat merugikan pihak 
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pemberi gadai karena pihak penerima gadai tidak bertaggung jawab dan 
tidak bisa memegang amanah yang telah diberikan. 
B. Analisis Pemanfaatan Marhu>n Pada Praktik Gadai Sepeda Motor 
Perspektif Fikih Muamalah 
Pemanfaatan barang gadai yang terjadi pada akad  rahn di Desa 
Wadunggetas manfaat diambil oleh pihak murtahi>n karena sepeda motor 
berada di tangan murtahi>n jadi murtahi>n dengan bebas memanfaatkannya 
tanpa menanggung biaya perawatan sepeda motor yang telah digunakan, 
malahan pemberi gadai masih dibebakan ujrah yang harus di bayarkan setiap 
bulannya. Apabila terjadi kerusakan pada sepeda motor yang digunakan oleh 
murtahi>n maka itu akan menjadi tanggung jawab ra>hin sebagai pemiliknya. 
Suatu ketika murtahi>n melakukan biaya perawatan sepeda motor yang 
dijadikan jaminan misalnya, menggantikan oli, servis, menggantikan spare 
partnya maka pihak murtahi>n meminta uang ganti kepada ra>hin meskipun 
ra>hin sudah membayarkan uang perawatan setiap bulannya.  
Pada dasarnya akad rahn manfaat atas marhu>n tetap berada pada 
pemilik barangnya karena barang itu hanya sebagai jaminan atas hutangnya 
bukan berarti barangnya boleh diambil manfaatnya oleh murtahi>n apalagi 
sampai melebihi batas kecuali ada kesepakatan atara dua belah pihak dan 
itupun juga tidak boleh melebihi batas dan tidak mengurangi nilai manfaat 
atas barang yang dimanfaatkan tersebut. Memang boleh murtahi>n 
memanfaatkan barang jaminan seperti yang telah dijelaskan di bab 2 banyak 
hadist yang menyebutkan bahwa biaya perawatan atas barang yang 
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dimanfaatkan oleh murtahi>n maka harus menanggung sesuai dengan biaya 
perawatan selama dimanfaatkan. 
Para Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan pemanfaatan barang 
gadai, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Para 
ulama yang tidak membolehkan dengan alasan barang gadai hanya sebagai 
jaminan pengambilan manfaat tetap menjadi hak yang memiliki barangnya. 
Karena akad gadai ada unsur hutangnya jika hutang mengambil manfaat 
maka termasuk riba. Para ulama yang membolehkan penerima gadai 
mengambil manfaat atau menggunakan barang gadai juga ada syaratnya yaitu 
tanggung jawab atas biaya perawatan, hal ini para ulama bersumber pada 
hadist yang menjelaskan bahwa binatang yang ditunggangi dan diperah 
susunya maka harus bertanggung jawab atas biaya makan dan perawatan 
binatang tersebut, seperti halnya sepeda motor yang mana bila digunakan 
maka yang menggunakan harus bertanggung jawab atas biaya bahan bakar, 
servis, penggantian oli, dan seandainya terjadi kerusakan yang lain. Karena 
sepeda motor sesuatu yang bila digunakan terus menerus maka akan 
mengurangi nilai ekonomisnya dan tidak menutup kemungkinan terjadi 
kerusakan bila tidak dirawat. 
Menurut pendapat para ulama yang telah dipaparkan pemanfaatan 
barang gadai yang terjadi di Desa Wadunggetas juga tidak sesuai karena 
penerima gadai hanya memenfaatkan barangnya saja akan tetapi tidak 
bertanggung jawab atas perawatan barang yang telah digunakan. 
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Di dalam Fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa pada prinsipnya 
marhu>n tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahi>n kecuali seizin ra>hin dengan 
tidak mengurangi nilai marhu>n dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti 
biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan 
marhu>n pada dasarnya menjadi kewajiban ra>hin, namun dapat dilakukan juga 
oleh murtahi>n sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban ra>hin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhu>n tidak 
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  Menurut Fatwa tersebut 
maka pemanfaatan yang terjadi pada akad gadai di Desa Wadunggetas juga 
tidak sesuai karena pihak ra>hin sudah dibebankan biaya perawatan yang 
dibayarkan setiap bulan tetapi pada kenyataannya murtahi>n tidak bisa 
menjaga amanah atas barang yang dijadikan jaminan. 
Pada pemanfaatan barang gadai ini sama seperti halnya melakukan 
tindakan penindasan atau berbuat sewenag-wenang kepada pihak ra>hin yang 
sangat membutuhkan uang akan tetapi justru dimanfaatkan oleh pihak  
murtahi>n. Perilaku murtahi>n yang memanfaatkan barang gadaian 
menyebabkan berkurangnya nilai ekonomis barang tersebut. Hal seperti ini 
sama saja dengan murtahi>n melakukan hal z}alim. Z}alim adalah salah satu 
perbuatan yang dilarang dalam prinsip-prinsip muamalah, maka pemanfaatan 
marhu>n yang terjadi di Desa Wadunggetas ini juga tidak sesuai dengan fiqih 
muamalah dapat dilihat karena adanya perbuatan z}alim. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari apa yang telah dipaparkan oleh penulis dalam pembahasan 
skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pemanfaatan marhu>n pada praktik gadai sepeda motor yang terjadi di 
Desa Wadunggetas dilakukan oleh penerima gadai . Sepeda motor yang 
dijadikan barang jaminan berada pada kekuasaan penerima gadai yang 
mana dimanfaatkan untuk digunakan keperluan sehari-hari ketika 
bepergian bahkan sampai dipinjamkan oleh pihak lain, akan tetapi tidak 
mau menanggung resiko yang terjadi pada sepeda motor yang telah 
dimafaatkan seperti perawatan dan penyimpanannya. Apabila terjadi 
kerusakan atau kondisi sepeda tidak sama seperti awal ketika terjadinya 
perjanjian gadai maka itu adalah tanggung jawab pemberi gadai yang 
memiliki sepeda motor. 
2. Pemanfaatan marhu>n pada praktik gadai sepeda motor perorangan di 
Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten jika ditinjau 
dalam perspektif fikih muamalah tidak sesuai karena dalam akad rahn 
menurut pendapat jumhur Ulama marhu>n yang berada ditangan murtahi>n 
tidak boleh dimanfaatkan terkecuali bila yang memanfaatkan bersedia 
menanggung biaya atas barang yang dimanfaatkannya. Seperti halnya 
sepeda motor yang dimanfaatkan, karena sepeda motor termasuk benda 
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yang juga membutuhkan perawatan apalagi jika digunakan terus menerus 
tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerusakan dan berkurangnya 
nilai ekonomis dari sepeda motor tersebut. Akan tetapi pada 
kenyataannya murtahi>n memanfaatkan marhu>n dengan melebihi batas 
hingga terjadi kerusakan pada marhu>n tidak mau menanggung resikonya. 
Perilaku yang seperti ini juga termasuk perbuatan z}alim yang mana 
dalam prinsip fiqih muamalah dijelaskan salah satunya adalah 
dilarangnya berbuat z}alim dalam melakukan transaksi harus adil dan 
tidak boleh melakukan penidasan atau sewenang –wenang yang 
mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukam dalam praktik 
gadai sepeda motor di Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten 
Klaten, penulis ingi memberikan sedikit saran yang mungkin dapat 
bermanfaat bagi para pihak yang melakukan akad gadai, yaitu: 
1. Dalam akad gadai yang dilakukan seharusnya perjanjian dilakukan secara 
tertulis jadi ada bukti autentik guna untuk menghindari adanya 
kecurangan yang dilakukan oleh para pihak seperti halnya waktu 
berlangsungnya akad juga harus jelas. 
2. Dalam pemanfaatan barang jaminan harusnya pihak pemberi gadai 
membuat kesepakatan terhadap penerima gadai jika ingin menggunakan 
sepeda motornya maka harus menanggung  biaya perawatan dan 
memberi ganti rugi ketika sepeda motor yang dijadikan barang jaminan 
90 
 
itu kondisinya rusak ataupun tidak sama dengan saat awal dilakuka 
perjanjian karena pihak pemberi gadai sudah membayarkan ujrah setiap 
bulan. Karena ujrah itu adalah uang untuk perawatan dan biaya 
penyimpanan atau tempat. Jadi agar tidak dirugikan oleh pihak penerima 
gadai. 
3. Sebaiknya di desa tersebut diadakan sosialisasi tentang gadai baik 
menurut hukum yang berlaku di Indonesia maupun menurut hukum Islam 
yang notabene masyarakat di desa tersebut mayoritas beragama Islam, 
karena masyarakat yang melakukan gadai di desa Wadunggetas sudah 
banyak dan sudah terjadi lama. 
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LAMPIRAN 1 
SURAT IZIN PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
DAFTAR PERTANYAAN 
Pertanyaan rahin 
1. Apa alasan melakukan gadai sepeda motor? 
2. Berapa hutang yang diminta? 
3. Kepada siapa menggadaikannya? 
4. Apa saja syarat yang digunakan untuk melakukan transaksi gadai? 
5. Bagaimana mekanisme pembayaran hutangnya? 
6. Apakah ada kesepakatan mengenai pemanfaatan barang jaminannya? 
Pertanyaan murtahin  
1. Sejak kapan gadai ada di desa ini? 
2. Apakah barang gadai digunakan? 
3. Bagaimana cara menaksir pemberian pinjaman ? 
4. Apakah merawat barang yang dijadikan jaminan? 
5. Bagaimana bila terjadi pemberi gadai lama tidak mengambil barang 
gadainya? 
6. Kenapa harus meminta STNK dan BPKBnya? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
FOTO BARANG JAMINAN 
  
Sepeda motor Bapak Erla   Sepeda motor Ibu Ari 
 
 
 
 
 
  
Sepeda motor Bapak Budi    
 
Sepeda motor Ibu Sutarmi 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
FOTO WAWANCARA 
 
Dokumentasi wawancara dengan Bapak Sriyono 
 
Dokumentasi wawancara dengan Bapak Sepdiyanto 
 
 
 
 
 
Dokumentasi dengan Perangkat Desa 
 
Dokumentasi wawancara dengan Ibu Sutarmi 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
DAFTAR NARASUMBER 
 
NO NAMA UMUR TANGGAL TEMPAT AGAMA 
1. Bapak Sepdiyanto 31 Th 24 April 
2019 Jam 
18.15 WIB 
 
Dukuh 
Pengkol 
rumah 
Bapak 
Sepdiyanto 
ISLAM 
2.  Bapak Wahyana 35 Th 16 April 
2019 Jam 
10.05 WIB 
 
Dukuh 
Tegalduwur 
rumah 
Bapak 
Wahyana 
ISLAM 
3.  Bapak Sriyono 53 Th 9 Mei 2019 
Jam 15.00 
WIB 
 
Dukuh 
Tegalduwur 
rumah 
Bapak 
Sriyono 
ISLAM 
4.  Bapak Budi 44 Th 14April 2019 
Jam 19.15 
WIB  
 
Dukuh 
Tegalduwur 
rumah 
Bapak Budi 
ISLAM 
 
 
 
 
5. Bapak Riyadi 42 Th 2 Desember 
2018, jam 
15.00 WIB 
 
 
Dukuh 
Mbaran 
rumah 
Bapak 
Riyadi 
ISLAM 
6. Mas Ryan 27 Th 18 Mei 2019 
Jam 17.45 
WIB 
 
Dukuh 
Tegalduwur 
rumah Mas 
Ryan 
ISLAM 
7.  Mas Kukuh 29 Th 15 Mei 2019 
Jam 17.00 
WIB 
 
Dukuh 
Mangunsup
arnan rumah 
Mas Kukuh 
ISLAM 
8.  Ibu Sutarmi 47 Th 28 April 
2019 Jam 
13.00 WIB 
 
Dukuh 
Tegalduwur 
rumah Ibu 
Sutarmi 
ISLAM 
9.  Bapak Edi 36 Th 5 Mei 2019 
jam 18.30 
WIB 
 
Dukuh 
Pengkol 
rumah 
Bapak Edi 
ISLAM 
10.  Bapak Erla 31Th 15 Mei 2019 
jam 15.20 
Dukuh 
Prapatanpak
ISLAM 
 
 
 
 
WIB is rumah 
Bapak Erla 
11.  Bapak Daryanto 51 Th 3 Desember 
2018, 
Jam13.00 
WIB 
 
Dukuh 
Kadipirocin
an rumah 
Bapak 
Daryanto 
ISLAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
FIELLDNOTE OBSERVASI 
1.  Pada tanggal 24 April 2019 jam 19.00 saat melakukan wawancara dengan 
Bapak Sriyono melihat sepeda motor yang digadaikan oleh Ibu Ari 
digunakan oleh teman yang ikut kerja di tempat Bapak Sriyono.  
2.  Pada tanggal 15 Maret 2019 jam 17.10 saat di jalan raya bertemu anak 
Bapak Sriyono menggunakan sepeda motor Ibu Ari. 
3. Pada tanggal 12 Februari 2019 sore hari melihat Bapak Daryanto menagih 
pembayaran upah setiap bulan dirumah Bapak Edi.  
4. Pada tangal 22 Maret 2019 malam hari melihat sepeda motor Bapak Erla 
digunakan oleh kakak Bapak Sepdiyanto kerumah saya untuk membeli 
pulsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 7  
HASIL WAWANCARA 
Wawancara Bapak Riyadi  
 Saya  : “Assalamua‟alaikum bapak perkenalkan ini saya Yustina 
mahasiswi IAIN Surakarta maksud kedatangan saya kesini untuk meminta 
informasi tentang gadai yang terjadi disini untuk memenuhi tugas akhir 
saya.” 
 Bp Riyadi :” Wa‟alaikumsalam iya mbak silahkan apa yang bisa saya 
bantu.” 
 Saya  :”Begini bapak dalam praktik gadai disini sebagai pihak apa 
ya?‟ 
 Bp Riyadi :”Saya penerima gadai mbak.” 
 Saya  :”Bapak menerima gadai dari siapa ? Apa yang digadaikan 
pak?” 
  Bp Riyadi :”Dari bapak Budi mbak. Kalau di sini kebanyakan sepeda 
motor mbak yang jadi jaminan gadainya, ya soalnya uang yang dibutuhkan 
tidak terlalu banyak mbak hanya kisaran harga pasaran motor. Tapi harus 
sama STNKnya mbak kalau gadaikan.” 
 Saya  :”Sejak kapan bapak menerima sepeda motor dari bapak 
Budi?” 
 Bp Riyadi :”Saya menerima sepeda motornya pak Budi mulai bulan 
Januari mbak sampai sekarang masih tak bawa,la pak Budi tak tagih buat 
bayar hutangnya nggak punya uang mbak ya terpaksanya sepeda motor 
masih di sini mbak tapi tiap bulan pak Budi ngasih uang saya mbak untuk 
biaya titip sepeda motornya.” 
 Saya  :”Iya pak. Berarti itu ada uang titip juga ya pak dalam gadai 
di sini? Berapa hutang yang dipinjam bapak Budi pak? Bagaimana bapak 
memberikan nominal hutangan apa sesuai kebutuhan atau disesuaikan 
sepeda motor yang dijadikan jaminan?” 
 
 
 
 
 Bp Riyadi :”Ya ada mbak udah tradisi gadai di sini setiap bulan harus 
bayar uang titip besarnya 10% dari pinjamannya. Pak Budi minjem saya 
2,5 juta mbak. Kalau hutang itu umumnya di sini ditaksir dari harga 
motornya mbak tapi biasanya penggadai butuh duitnya nggak sampai 
banyak cuma dibawah harga pasaran motonya mbak.” 
 Saya  :”Iya bapak terimakasih atas informasi yang diberikan 
untuk membantu kelancaran tugas akhir saya.” 
Wawancara Bapak Budi 
 Saya  :” Assalamua‟alaikum bapak perkenalkan ini saya Yustina 
mahasiswi IAIN Surakarta maksud kedatangan saya kesini untuk meminta 
informasi tentang gadai yang terjadi disini untuk memenuhi tugas akhir 
saya. Ini benar dengan bapak Budi ya?” 
 Bp Budi :”Wa‟alaikumsalam, iya mbak benar saya pak Budi gimana 
mbak apa yang mau ditanyakan?” 
 Saya  :”Bapak dalam praktik gadai sebagai apa ya, sebagai 
penerima gadai apa sebagai pemberi gadai?” 
 Bp Budi :”Saya sebagai pihak pemberi gadai mbak, sepeda motor 
saya gadaikan kepada mas Riyadi mbak ya masih saudara sendiri mbak.” 
 Saya  :”Kenapa pak sepeda motornya digadaikan ?” 
 Bp Budi :”Karena saya butuh uang mbak buat bayar anak saya yang 
sekolah karena mau tes blum lunas pembayarannya kan nggak dapat kartu 
mbak kalau belum lunas pembayarannya ya makanya saya gadaikan 
sepeda motor kepada mas Riyadi biar cepat dapat uang untuk bayar anak 
saya mbak?” 
 Saya  :”Kenapa bapak memilih untuk menggadaikan sepeda 
motornya pak kok nggak mencari pinjaman uang saja pak di tempat 
tetangga ataupun di bank pak? Atau nggak menggadaikan di pegadaian 
saja pak?” 
 Bp Budi :”Wah mbak kalau Cuma uang 100-200 ribu bisa mbak 
pinjam tetangga kalau udah uang jutaan ya tetangga nggak ada mbak yang 
mau dipinjami apalagi kalau nggak ada jaminan mereka nggak percaya 
 
 
 
 
mbak orang disekitar sini juga ekonominya sama aja mbak. Kalau mau 
gadai di pegadaian i susah mbak dan ribet syaratnya itupun juga nanti 
kalau bisa cair mbak padahal uangnya keburu dipakai buat bayar sekolah 
anak. Apalagi di bank mbak prosesnya lama lagian saya cuma butuh uang 
2,5 juta aja mbak mau pinjam di bank. Biasanya di bank pinjaman buat 
usaha mbak la saya uat bayar anak sekolah apa bisa dipinjami mbak. Saya 
kalau butuh uang sedikit ya cuma menggadaikan motor aja mbak. Ini aja 
motor yang saya gadaikan belum saya ambil mbak ya karena belum ada 
uang untuk menggambil mbak kebutuhan baru banyak.” 
 Saya  :”Kalau gadai yang terjadi di desa ini apa nggak ada 
persyaratannya pak?” 
 Bp Budi :”Ya syaratnya cuma menyerahkan sepeda motor dan 
STNKnya aja mbak. Sama STNK karena sepeda motornya digunakan 
mbak sama mas Riyadi jadi harus sama STNKnya kalau dibawa kemana-
mana nanti ada tilangan polisi nggak bawa STNK motornya yang ditahan 
mbak.” 
 Saya  :”Apa ada perjanjian secara tertulis pak mengenai jangka 
waktu gadai dan pembayaran hutangnya?‟ 
 Bp Budi :”Tidak ada mbak perjanjian tertulis kami melakukan gadai 
ya cuma kesepakatan kedua belah pihak saja nggak ada perjanjian apa-apa 
mbak. Jangka waktunya juga tidak ditentukan mbak selama saya belum 
melunasi hutang ya gadai masih tetap berlanjut sampai saya bisa 
membayar pinjaman. Tapi saya setiap bulan membayar 10% dari besar 
pinjaman saya untuk uang titip sepeda motor yang saya gadaikan mbak, 
kalau di tempat mas Riyadi karena saya masih ada hubungan saudara ya 
kalau nggak bisa ngasih bulan ini bisa dobel ngasihnya bulan besok kalau 
nggak ya dibayarkan besok pas mau ambil motor sekalian mbak dijumlah 
nanti ada tunggakan berapa bulan sama pokok pinjamannya.” 
 Saya  :”Bagaimana mekanisme pembayaran hutangnya pak? 
Apakah dicicil setiap bulan, apa 3 bulan sekali, apa gimana pak?” 
 
 
 
 
 Bp Budi :”Kalau dicicil enggak mbak jadi pembayaran utangnya ya 
sampai saya punya uang dilunasi semua utangnya sekali bayar. Ya seperti 
yang sudah saya sampaikan tadi mbak kalau tiap bulan bayar uang untuk 
jasa titip dan rawat sepeda motor.” 
 Saya  :”Iya bapak terimakasih untuk informasinya.” 
 Bp Budi :”Sama-sama mbak.” 
Wawancara Bapak Sriyono 
 Saya  :” Assalamua‟alaikum bapak perkenalkan ini saya Yustina 
mahasiswi IAIN Surakarta maksud kedatangan saya kesini untuk meminta 
informasi tentang gadai yang terjadi disini untuk memenuhi tugas akhir 
saya. Ini benar dengan bapak Sriyono ya?” 
 Bp Sriyono :”Wa‟alaikumsalam iya mbak benar dengan saya sediri pak 
Sriyono, ada apa ya?” 
 Saya  :”Begini pak maksud saya di sini ingin mencari informasi 
kepada bapak tentang pemanfaatan barang gadai yang terjadi di desa ini. 
Bapak mengetahui gadai sepeda motor ini sejak kapan ya? Apakah sudah 
lama gadai yang terjadi di desa ini?” 
 Bp Sriyono :”Saya mengetahui gadai sepeda motor sudah lama mbak 
sejak saya masih muda udah ada sampai sekarang, saya kan asli orang sini 
mbak jadi saya udah tau lama mbak.” 
 Saya  :”Apa bapak pernah melakukan gadai itu sendiri?” 
 Bp Sriyono :”Pernah mbak saya sering sekali melakukan gadai, saat ini 
juga saya menerima gadai dari orang Solo teman saya sendiri. Tapi ini 
sepeda motornya baru dibawa teman yang ikut kerja ditempat saya mbak 
tak suruh pakai. Dulu saya juga pernah menggadaikan sepeda motor saya 
mbak tapi cuma 1 bulan terus tak ambil lagi.” 
 Saya  :”Berarti motor yang digadaikan teman bapak ke bapak 
dipakai orang lain ya? Untuk yang menggadaikan siapa ya bapak 
namanya?” 
 
 
 
 
 Bp Sriyono :”Iya mbak ya kadang juga yang pakai saya sekeluarga 
mbak kadang dibawa anak saya juga. Yang menggadaikan namanya bu 
Ari mbak rumahnya Solo, itu teman saya sendiri mbak.” 
 Saya  :”Kalau sepeda motor milik ibu Ari bapak pakai lalu 
bagaimana dengan perawatannya pak kalau sepeda motor digunakan setiap 
hari kan otomatis perlu pergantian oli, adanya servis terkadang nanti ada 
sparepart yang harus diganti, itu semua yang nanggung siapa ya pak?” 
 Bp Sriyono :”Ya itu semua yang nanggung bu Ari mbak sebagai 
pemilik motornya. Saya kan sebagai penerima gadai mbak, kan saya juga 
nggak mau rugi to mbak itu kan motor bukan punya saya jadi yang 
ngrawat biar yang punya mbak. Saya kan sudah memberikan pinjaman 
kepada bu Ari. Servis, ganti oli tergantung nanti ibu Ari mbak gimana mau 
diservis apa tidak kalau tidak ya saya tidak menyerviskan sepeda motonya 
kalau tidak yasudah mbak sepeda motornya seperti itu keadaannya.” 
 Saya  :”Apakah setiap bulannya ibu Ari membayarkan biaya 
penitipan sepeda motor yang digadaikan kepada bapak ?” 
 Bp Sriyono :”Kalau itu iya mbak gadai di desa sini semua begitu mbak 
sama pembayaran penitipan sepeda motor yang digadaikan sebesar 10% 
dari besarya uang pinjaman.” 
 Saya  :”Sejak kapan ibu Ari menggadaikan sepda motornya ke 
bapak dan berapa jumlah uang pinjamannya?” 
 Bp Sriyono :”Sudah dari bulan Desember tahun kemarin mbak uang 
yang dipinjam bu Ari 1,5juta mbak.” 
 Saya  :”Baik bapak terimakasih atas informasi yang sudah 
diberikan ke saya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya istirahat.”  
Wawancara Bapak Sepdiyanto 
 Saya  :”Assalamu‟alaikum bapak saya ingin mencari informasi 
tentang gadai di desa ini.” 
 Bp Sepdiyanto:”Wa‟alaikumsalam, iya mbak apa yang mau ditanyakan?” 
 
 
 
 
 Saya  :”Pada praktik gadai di desa ini bapak sebagai penerima 
atau pemberi gadai ya?” 
 Bp Sepdiyanto:”Saya penerima gadai mbak.” 
 Saya  :”Bapak menerima gadai dari siapa ya dan apa sepeda 
motor yang digadaikan?” 
 Bp Sepdiyanto:”Saya menerima gadai dari teman saya mbak namanya pak 
Erla sepeda motornya Nex warna biru yang di depan rumah itu mbak.” 
 Saya  :”Bapak Erla rumahnya di mana ya pak? Apakah bapak 
menggunakan sepeda motor yang digadaikan bapak Erla pak?” 
 Bp Sepdiyanto:”Iya mbak, tapi itu rusak mbak karena kemarin habis 
dijatuhkan saudara saya mbak.” 
 Saya  :”Kalau rusak begitu siapa yang membenahinya pak apakah 
bapak atau bapak Erla?” 
 Bp Sepdiyanto:”Saya nggak mau mbenahi mbak karena sudah beberapa 
bulan ini bapak Erla nggak mau bayar uang biaya titip sepeda motornya 
mbak dari bulan awal dia menggadaikan. Jadi saya mau membenahi ya 
gimana mbak dia aja juga nggak mau bayar kok.” 
 Saya  :”Berarti bapak Erla tidak mau membayar uang tiap bulan 
ya? Apakah bapak sebelumnya juga menggunakan sepeda motor itu?” 
 Bp Sepdiyanto:”Iya mbak saya gunakan sepeda motornya buat bepergian 
mbak, karena disini begitu mbak gadai ya barang yang dijadikan jaminan 
digunakan sama pemberi pinjaman mbak.” 
 
 
 
 
 Saya  :”Apakah bapak Erla sudah lama pak menggadaikan sepeda 
motornya?” 
 Bp Sepdiyanto:”Iya sudah lama mbak bapak Erla waktu menggadaikan 
saya mintai beserta BPKB mbak soalnya sepeda motornya waktu dibawa 
ketempat saya juga udah banyak yang rusak dan lecet jadi saya mintai 
STNK dan BPKB lagian juga pinjaman bapak Erla besar mbak kalau cuma 
sepeda motor ditakutkan kalau bapak Erla nggak bisa mengembalikan 
hutangnya nanti kalau sepeda motor saya jual tidak ada BPKBnya nanti 
harga jualnya dibawah hutangnya mbak. Hutangnya aja 3juta.” 
 Saya  :”Baik bapak terimakasih atas informasi yang telah 
diberikan.” 
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